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ABSTRAK
Manajemen Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Sektor Pajak Bumi Den Bangunan
Di Kabupaten Aceh Tengals

Fadhli
f4.dly 1i85@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung dengan adanya perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disesuaikan
dengan potensi dan kebutuhan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan
Undang-undang Nomor 33 Talnm 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
daerah Dari data di atas terlihat bahwa rata-rata setiap tahun anggaran, persentase
penerimaan pajak bumi dan bangunan terlihat menurun. Kenyataan tersebut
mengindikasikan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan masih harus
ditingkatkan dilain pihak hal tersebut dapat mengindikasikan penetapan target
yang tidak sesuai dengan potensi yang ada. Secara internal Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Acch Tengah memiliki kekuatan (stremght) yaitu telah
adanya struktur dan pembagian tugas, pokok dan fungsi secara jelas tetapi juga
memiliki kelemahan (weakness) berupa terbatasnya sumber daya manusia yang
memiliki kualitas untuk mengelolanya. Sedangkan secara eksternal Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dengan adanya Otonomi Daerah
menghadapi peluang fopporturnity} untuk memiliki kewenangan yang lebih uas
dalam mengelola system keungan daerah.Dengan menggunakan strategi , suatu
organisasi diharapkan dapat membuat keputusan sekarang dengan mengingat
konsekuensi masa depan, menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara
efektif, serta menciptakan prioritas dan memecahkan masalah utama organisasi.
Tujuan penelitian adalah untuk menetahui Manajemen Strategi Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Peningkatkan Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam penelitian
ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif,
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir
tentang Manajemen Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
Tengah Dalam Pemingkatkan Potensi Penerimaan Pendapatan Asti Daernh Dani
Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan secara umum belum begjalan dengan baik,
sehingga masih perlu diperbaiki diantaranya 1) Belum optimalnya pembayaran
pajak yang dilakukan wajib pajak. 2) Rendabnya realisasi dan target pajak
menjadi Ancaman bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Acelt Tengah, 3)
Belum tegasnya penerapan sanksi pajak sehingga masih ditemukan perbedaan
pemahaman tentang peraturan. 4) Kurangnya tenaga ahli perpajakan di Badan
Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

Kata Kunci: Manajemen, Strategi, Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah
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ABSTRACT
Management Strategy for Increasing Local Revenue
Land and Building Tax Sector
In Central Aceh District

Fadhli
f4.dh.1i85 ail.com

Open university to grad school

Of regional government administration supported by the presence of the fiscal balance
between the central and regionol govemments scheme that has been adjusted to
potentiaf and regianal needs which aiready been set in undang-undang number 33 years
2004 on the fiscal balance the centre and the regions and undang-undang number 33
years 2004 on the fiscal balance the centre and the regians from the above data it can be
seen that rata-rata every of the fiscal year, the percentoge of the country tax receipts in
of loand and building to pick up as reflected levels of education show decreasing .This
reality the seems to indicate that the lower than expected financial monogement board
said the is stilf has to be upgraded some other party it answered to wh is close they can
indicate a souring in the determination of o target thot is not in accordance with the
potenticl that exists .Internally financial management board said the the district of aceh
the middle of having the power of ( strenght ) i have seen the existence of the structure
and the distributian of duty , a staple and is the function of in an obscure manner but
also has it is weakness { weokness ) in the form af limited with the creation af human
resources which are needed that has the quality of to manages. Bosed on the results of
research and the findings from the field , so Inference the end of management the
priorities raised in the financial management board said the the district of aceh is under
the assessment of administration the potential of the reception of the regional local
revenue from the tax sector of land and building in general have run well , thus stilf
needs to be repaired are 1 } ineffective the payment of tax individual tax poyers should
be .2 ) the low level of the realization of and the target of of toxes had not yet to be a
threat to the regional financial management agency aceh the middle of .3 ) have nat yet
he asserted the implementation of sanction of taxes had not yet and therefore much
needed found tampaknya ada komponen kalimat koto there is an understanding that
rules designed to weed out .4 } a lack of a number of experts in of taxation in of jakarta
financial management ogency the district af aceh the middie of.

Passward: Manogement, Strategy, far tacreasing Regional Local Revenue
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHAN
A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Daerah Penelitian

a. Keadaan Geografis dan Administrasi Pemerintahan

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi
Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa
s¢juk yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit
Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Daerah Kabupaten
Aceh Tengah memiliki luas wilayah 4318 ko’ terdirt dari 14 Kecamatan

dengan 295 desa, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bener meriah dan
kab bireun,

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten gayo lues

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab.aceh timur

4. Secbelah Barat berbatasan dengan Kab.pidie dan Nagan raya
b. Keadaan Demografi

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari berbagai suku bangsa

(heterogen). Sampai dengan tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Aceh
Tengah telah mencapai 200.412 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata
4,65% per tahun, Kepadatan penduduk Kabupaten Aceh Tengah per

Kecamatan sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut .

46
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Tabel 4.1
Kepadatan Penduduk perkm? di Kabupaten Aceh Tenggh
No | Kecamatan | Luas(Km) J"mlag ill e:)d“d“k K;E:g;a“
1 Linge 2.003 10.013 5
2 Atu Lintang 83 6.629 80
3 Jagong Jeget 105 10.170 97
4 Bintang 420 9.671 23
5 Lut Tawar 100 20.635 207
6 Kebayakan 56 16.131 286
7 Pegasing 9 19.962 202
8 Bies 29 7.247 251
9 Bebesen 47 39.437 836
10 | Kute panang 35 7.703 220
11 Silih Nara 98 23.479 240
12 Ketol 404 12.912 32
13 Celala 89 9453 106
14 | Rusip Antara 669 6.970 11

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah (BPS) tahun 2018

¢. Pemerintahan.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang ada

di Provinsi Aceh yang mempunyai luas daerah 4.318,39 KM . Aceh Tengah

terdii dari 14 Kecamatan dan 295 Desa setiap kecamatan mencangkup

beberapa desa dengan luas berbeda-beda. Wilayah Kabupaten Aceh Tengah
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merupakan daerah pertanian yang terus berkembang dari daerah tengah ke
daerah pinggiran kota yang ditunjang fasilitas perhubungan dan penerangan.

Dilihat dari tata ruang dan tata guna tanah, maka lahan Kabupaten
Aceh Tengah dapat digunakan untuk pemukiman, perkantoran, pasar,
industri, jasa dan sosial, pendidikan dan olah raga, serta masih banyak
dimanfaztkan untuk lahan pertanian.Untuk penyebaran ruas jalan masih
sangat memungkinkan ke daerah pemukiman di pinggiran kota. Fasilitas
perkotaan masih terpusat pada bagian tengah. Oleh sebab itu sangat
memungkinkan untuk diperfuas ke daerah pinggiran kota.

Kabupaten Acch Tengah menghasilkkan salah satu jenis kopi
arabika terbaik di dunia dengan luas lahan mencapai 48.300 Hektar, dengan
rata-rata produksi per hektare sebanyak 720 kilogram. Komoditas penting
sefain kopi adalah tebu dengan luas areal 8.000 Hektar, serta kakao seluar

2.322 hektare, kemudian terdapat pula tanaman sayur mayur dan palawija.

2. Susunan Organisasi.
Penelitian ini dilaksanakan dengan objek penelitian di Kabupaten
Aceh Tengah yaitu pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
tepatnya di Bidang Pendapatan, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 5
Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Pengelolaan

Keuangan Kabuapten Aceh Tengah Tengah Pasal 26,27, dan 28, terdiri dari :

1. Badan Pengelolaan Keungan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang
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pengelolaan keuangan dan kekayaan dacrah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas,

b) Penyusunan program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang,

¢) Perummusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan
penyusunan anggaran dan pendapatan daerah,

d) Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah vang telah ditetapkan
dengan qanun,

¢) Pelaksanaan funpsi bendahara umum daerah,

f) Pengumpulan bahan penyusunan angggaran belanja,

g) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi
pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah,

h) Perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah,

i) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati,

j) Pelaksanaan koordinasi dan instansi dan atau lembaga terkait lainnya
di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah,

k) Pembinaan UPTD,

1) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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3. Untuk menyelenggarakan fungsi, Badan Pengelolaan Keunangan dan

Kekayaan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut

a) Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK,

b) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran,

¢) Melakuken pengendalian pelaksanaan APBK,

d) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system pemerintahan dan
pengeluaran kas daerah,

e) Melaksanakan pemungutan pajak daerah,

f) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh
BANK dan atau Lembaga Kevangan lainnya yang telah ditunjuk,

g) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBK,

h) Menyimpan vang daerah,

i} Melaksakan penempatan uang daerah dan mengelola atau
menatausahakan investasi,

j) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna
Anggaran atas beban rekening Kas Umum Dacrah,

k) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama Pemerinah Dacrah,

1) Melakukan pengelolaan utang piutang daerah,

m) Melakukan penagihan piutang daerah,

n) Melaksanakan system akutansi dan pelaporan keuangan daerah,

0) Menyajikan informasi keuangan daerah.
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B. Hasil Penelitian

1. PengamatanLingkungan

Pengamatan lingkungan dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk
mengetahui hal-hal yang terjadi didalam sebuah organisasi, perubahan atau
perkembangan yang terjadi di lingkungan organisasi tersebut. Perubahan
dapat terjadi dari luar organisasi atau faktor eksternal dan dari dalam atau
faktor internal. Seperti halnya pengamatan lingkungan terdin dari analisis

eksternal dan analisis internal.

a. Analisa Eksternal
Analisis eksternal terdin dan kesempatan dan ancaman yang berada

diluar organisasi. Analisis eksternal membagi dua bagian yaitu:

1. Lingkungan kerja.
Lingkungan kerja terdiri dari elemen atau kelompok yang secara
langsung berpengaruh atan dipengaruhi oleh operasi-operasi utama

0rganisasi.

Berdasarkan analisa diatas maka yang dapat dilihat sejauh ini
mengenai peluang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana hasil
wawancara dengan Bapak Zk selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Aceh Tengah yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Untuk dapat wmeningkatkan kesempatan keberhasilan PBB-P2 itu
diukur dari 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Internal seperti
dan pelayanan dan kesiapan sumber daya manusianya ataupun dari
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sistem kita. Kalau dani eksternalnya itu ya dan masyarakat dan lsm
(lembaga swadaya masyarakat) tapi kesadaran masyarakat harus tetap
dipacu.”

“Peluang dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan memang
sangat banyak, tapi perlu adanya kerja sama yang baik antara pihak
pemerintah yang mengurus dan menanganinya dengan pihak dari luar
yakni masyarakat.”

“Dengan mendata potensi dan mendaflackan wajih pajak yang
produktif. Seperti pada PBB-P2 yang komersial dipisahkan dengan
PBB-P2 yang lain schingga dapat meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD) dan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan
bahwa kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat, maka perlu
aderryn upaya ymmg didskukan lamgsumg kepade mesyarakat”.
{Wawancama Rabu, 02 Maret 2018),

Selanjuinya wawancara dengan Bapak Jhs selaku Kepala Bidang
Pendapatan bahwa kesempatan yang ada dengan melakukan pendataan
potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, pendataan potensi merupakan salah
satu kesempatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah untuk dapat meningkatken Pajak Bumi dan Bangunan. Mendata
ulang, pemerintah dapat mengetahui obyek dan subyek pajak yang sckiranya
belum terdaflar sebagai wajib pajak. Sehingga pendataan ulang di Kabupaten
Aceh Tengah merupakan salah satu kesempatan yang dapat dilakukan,
hasilnya pemerintah dapat mengetahui wajib pajak yang produktif yang dapat

meningkatkan pemasukan daerah.

Senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh RH selaku kasi
pendataan pada Badan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah

sebagat berikut:
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“yang menjadi peluang dan kesempatan untuk meningkatkan
penerimaan PBB-P2 ada beberapa aspek yang harus dilihat yaitu dari
potensi luas daerah yang produktif minsal jumlah luas pemukiman
dan luas perkebunan masyarakat” (Wawancara Selasa, 08 Maret
2018).

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan diatas bahwa mengenai
kesempatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah scperti halnya bagi
kawasan-kawasan pariwisata ataupun bagi kawasan yang berada dijalur
utama memang memiliki nilai jual yang cukup tinggi dibandingkan dengan

daerah-daerah yang jauh dari ibu kota.

Nilai jual yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor yang dapat
meningkatkan pajak bumi dan bangunan. Namun, besaran kenaikan nilai jual
obyek pajak tersebut tidak bisa diperbahami tiga tabun sekali akan tetapi bagi
daerah-daerah tertentu yang perkembangannya sangat pesat bisa ditetapkan

setahun sekali dan sesuai dengan persetujuan oleh Kepala Daerah.

Sama dengan halnya yanpg diungkapkan oleh SA selaku kasi
penetapan pajak daerah bahwa:

“Peluangnya banyak cuman belum berani mengimplementasikannya

seperti menaikkan NJOP di kecamatan, karena saat ini kami fokus

terlebih dahulu pada pemutakhiran data wajib pajak dan obyek
pajak.” (Wawancara 07 Maret 2018).

Menaikkan nilai jual obyek pajak memang menjadi kesempatan yang
besar dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan karena akan
berpengaruh terhadap pendapatan yang masuk. Namun selain melibat
kesempatan yang dimiliki, proses dilapangan secars langsung sering kali

bertemu dengan ancaman yang ada.
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Dan data dilihat sejauh ini kesempatan yang ada memang belum
begitu meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan scperti yang diungkapkan
oleh Bapak Zk scbagai berikut:

“Jika ada keseriusan dalam memanfaatkan peluang dalam mengali

pontensi pemumungatan pajak bumi dan bangunan tentu hal ini

sanpat positif dalam meraih hasil yang diharapkan, dan kita sudah

melakukan upaya-upaya dalam hal ini meskipun hasilnya belum
maksimal (Wawancara 09 Maret 2018).

Penjelasan pernyataan diats diatas bahwa se¢jauh 1 peluang dalam
peningkatan pajak bumi dan bangunan memang sudah dilakukan beberapa
upaya, walaupun dalam pelaksanaan nya masih jauh dari potensi yang
diharapkan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di dilayah

Kabupaten Aceh Tengah.

2. Lingkungan sosia}
Lingkungan Sosial terdiri dari kekuatan winum, kekuatan tersebut
tidak berhubungan dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek Analisis
eksternal yang membaginya dengan lingkungan kerja dan lingkungan sosial

serta didalamya terdapat peluang dan ancaman.

Sostalisasi sebagai salah satu sarana yang dilakukan untuk dapat
memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sosialisasi bisa melalui
pemerintah dengan instansi terkait maupun pihak pemungut sebagai petugas
yang melakukan penagihan kepada masyarakat dan yang berada lebih dekat
dengan masyarakat. Mengenai sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat
terkait pajak bumi dan bangumam, sama hainya dengan pernyataanr oteh
Bapak Sm selaku wajib pajak adalah:
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“Sosialisasi sudah pernah ada dilakukan oleh Badan Pengelola
Keungan Kabupaten Aceh Tenpah, tetapi sosialisasi dilakukan pada
saat pemungut kepada wajib pajek atau saat kami membayar pajak,
hal ini dilakukan secara bersamaan. sebaiknya sosialisasi di {akukan
terjadwal agar kami wajib pajak bisa mengikuti.” (Wawancara 10
Maret 2018).

Pendapat diatas bahwa peluang yang paling berpengauh terhadap
peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan wajib pajaknya sendiri.
pajak bukan hanya kewajiban pemerintah dalam meningkatkan pajak, namun
partisipasi masyarakat juga sangat menentukan kebehasilan dalam
peningkatan PAD Daerah. hal ini juga disampaikan Bapak JY selaku

pemungut kampung kemili yaitu:

“Dilihat dari jumlah penduduk dan padatnya pemukiman masyarakat
di Kampung Kemili bahwa peluang yang dimiliki kabupaten Aceh
Tengah sangat besar, pendapatan dani pajak bumi dan bangunan
tergantung pada paran pemerintah kecamatan dan daerah dalam
membuat kebijakan dalam pemungutan ” (Wawancara, 11 Maret
2018).

Pendapat yang telah diungkapkan oleh pihak instansi terkait,
pemungut dan wajib pajak bahwa peluang yang saat ini dimiliki oleh
Kabupaten Aceh Tengah untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan
cukup banyak, terutama seperti wajib dan obyek pajak. Semakin
berkembangnya sebuah daerah, maka semeakin berkembang pula
perekonomiannya. Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki banyak potensi
dapat menjadi salah satu peluang, baik untuk subyek dan obyek pajak hingga
nilai jual obyek pajak menjadi nieningkat. Bagi daerah-daerah yang dekat

dengan ibu kota seperti Kampung Kemili, Bebesen, dan sekitamya tentu nilai
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jualnya akan jauh lebih tinggi. Dari peluang yang dimiliki saat ini harus
dikelola agar penggunaannya dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, serta
dalam peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi semakin meningkat.
Dalam melakukan peningkatan pajak, tentu harus dibarengi dengan upaya-
upaya yang dilakukan seperti saat ini sudah dilakukannya sosialisasi yang
diungkapkan kepada masyarakat untuk memberikan dorongan dan

pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.

Selain peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Tengah, terdapat
pula beberapa ancaman dalam proses peningkatan pajak bumi dan bangunan
yang terjadi di lapangan saat ini memang cukup banyak. Selain dar

masyarakatnya, pemerintah pun saat ini memiliki ancaman,

Ancaman yang terjadi dalam peningkatan pajak bumi dan bangunan
saat ini seperti yang dijelaskan olech Bapak Bapak Zk Se¢laku Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah diungkapkan bahwa:

“Sistemn ada disiapkan oleh badan pengelolaan keuangan Kabupaten
Aceh Tengah ini belum berjalan secara maksimal antara pihak
kecamatan dan kampung serta pihak Wajib Pajak sering terjadi
permmasalahan yaitu yang dialami adalah data yang dimiliki ganda,
karena wajib pajak sering mendaftarkan objeknya sebagai data bar,
padahal ojek tersebut sudah terdata. Persoalan yang terjadi seperti ini
akibat lemnahnya verifikaasi data. Selain itu, pemungutan yang juga
berperan dalam peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan sast ini
masih belum optimal.”’( Wawancara 2 april 2018 )

Berdasarkan penyataan diatas mengambarkan bahwa dalam

penyesuain data belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan karena
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data yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh tengah

masih banyak yang ganda seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Jumlahk SPPT Ganda Per Kecamatan tahun 2016

No Kecamatan Jumiah SPPT Jurnlah SPPT Ganda
1 | Bebesen 11.653 128
2 | Lut Tawar 5.336 87
3 | Kebayakan 6.003 97
4 | Pegasing 6.795 221
5 | Sitih Nara £.215 244
6 | Linge 3.809 97
7 | Jagong 4.755 32
8 | Atulintang 2.778 90
9 | Kute Panang 3,086 43
10 ¢ Ketol 4216 | 102
11 { Rusip Antara 2.902 i64
12 | Celala 2.080 126
13 | Bintang 4.386 45
14 | Bies 2.118 34

Sumber : BPKK Aceh Tengah {di Otah}

Dan data di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 di semua kecamatan

masih terdapat data SPPT ganda, hal ini merupakan masalah serius yang

harus diselesaikan oleh badan pengelolaan keuangan kabupaten aceh tengah.

Masalah lainnya tentang data SPPT seperti yang di ungkapkan oleh

Papak RH Selaku kasi pendataan adalah :

“Sering terjadi keluban dari para petugas pungut dikampung bahwa
data SPPT yang memka terima tidak di ketahui harus memungut
kemana, karena mereka tidak tahu alamat subjek pajakya, atau
alamatnya jelas tapt objek pajaknys tidak ade. Hal ini menyebapkan
pemungutan saat ini masih belum bisa optimal.”( Wawancara 2 april

2018 )
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Jadi Selain data ganda, di Kabupaten Aceh Tengah juga masth
terdapat permasalahan data masih menjadi kendala atau ancaman dalam
proses peningkatan peneriaan daersh sektor pajak bumi dan bangunan,

seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.3
Jumlah SPPT Objek/Subjek Tidak Diketahui

Per Kecamatan Tahun 2016
No Kecamatan Jumiah SPPT Objek{Subjek _tidak
di ketahui

1 | Bebesen ' 11.653 324 |
2 | Lut Tawar 5.336 i35
3 | Kebayakan 6.003 45
4 | Pegasing 6.795 124
S | Silih Nara 6.215 109
6 | Linge 3.809 | 67
7 | Jagong 4,755 12
8 | Atu Lintang 2778 65
8 | Kute Panang 3.086 67
10 | Ketol 4.216 145
11 | Rusip Antara 2.902 203
12 | Celala 2.080 120
13 | Bintang 4.386 55
14 | Bies 2.118 10

Sumber : BPKK Aceh Tengah (di Olah)

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa masih banysk data SPPT
vang tidak jelas baik objek maupun subjeknya, sehingga masth perlu
pembenahan data untuk kemudahan pemungutan dalam upaya peningkatan

penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Masalah Sumber daya manusia yang menjadi ancaman antara lain

dalam menangani persoalan IT yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan
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Bangunan seperti pengelolaan sistern dan dalam pelaksanaan peningkatan
pajak bumi dan bangunan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jhs Selaku

Kepala Bidang Pendapatan sebagai berikut:

“Sumber daya manusia yang ada masih kurang dari segi pengelolaan
data yang mengunakan sisten IT, sehingga proses penagihan apak
terhambat, dan sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai
serta belum adanya UPT di kecamatan yang dapat membantu kita
lebih dekat dengan masyarakat, dalam hal upaya yang dilakukan
Badan Pengelota Keuangan mengusu! atau mengajukan pesambahan
tenaga pemungutan baik dan pihak kecamatan maupen pihak dari
Kampung.” (Wawancara 08 April 2018).

Sumber daya manusia yang bertugas baik di Kampung, Kecamatan
dan di Kabupaten masih minin dan jauh dari apa yang kita harapakan
terutama dalam penigkatan pajak bumi dan bangunan, hal ini apabila
dibandingkan dengan luas wiayah di Kabupaten Aceh Tengah. Jangkauan
yang luas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi salah satu kesulitan
ontuk dapat dekat dengan masyarakat. Serta keperluan masyarakat menjadi
sulit sehingga dibutuhkannya unit pelaksana teknis {(UPT) agar kebutuhan
atau keperluan inasyarakat menjadi lebih mudah karena faktor luasnya
wilayah. Selain itu unit pelaksana teknis dapat menjadi perantara antara
Badan Pengelolaan Keuangan dengen masyarakat dalam menyampaikan

berbagai informasi ataupun penunjang kebutuhan masyarakat.

Senada diungkapkan oleh Bapak Zk selaku kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

“Cukup kondusif, cukup memadai akan tetapi kurang personil dalam
pengelolaan dan penagihannya. Di Kabupaten Aceh Tengah ada 14
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Kecamatan yang letak geoprafis sangat luas dan tidak sebanding
dengan jumlah pegawainya yang ada tertama dalam pemungutan
pajak bumi dan bangunan.” (Wawancara 09 Maret 2018).

Pernyataan Bapak Zk dapat di ketahui bahwa selaku Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mengenai lingkungan kerja
selama ini sesuai dengan kondisi yang ada namun sejauh ini bahwa sumber
daya yang masih minim dan lingkungan kerja tersebut masih dibutukannya
kerja sama antar pihak kecamatan dan Kampung. Selain itu, Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah merupakan instansi yang
baru mendapat nomenklatur yang sebelumnya masih bersatu dengan Dinas

Pendapatan.

Berdasarkan pendapat yang telah diungkapkan bahwa ancaman yang
terjadi belum terselesaikan, sehingga menghadapi ancaman yang terjadi
sudah dilakukan dengan sosialisasi, pengadaan barang dan jasa hingga usul
untuk adanya penambahan pegawai baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
sosialisasi sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat masih kurang, sarana dan prasarana sebagai penunjang
dalam proses peningkatan pajak bumi dan bangunan belum bisa
terealisasikan sehingpa pemanfaatan sarana dan prasarana yang harus
dilakukan dan saat ini mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki.

b. Analisis Internal

Analisis internal yang terdiri dan kekustan dan kelemahan yang
berada di dalam sebuah organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian
jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut

membentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabel-variabel itu
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meliputi struktur, budaya dan sumber daya organisasi. Sebagaimana Bapak
Zk selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

menyatakan sebagai berikut;

“loyalitas sumber daya manusia yang ada di Badan pengelolaan
Keuangan sudah cukup baik, dan adanya produk hukum yang
mengatur mengenal kewajiban membayar pajak. dalam Undang-
undang sudah menjelaskan akan kewajiban masyarakat yang harus
membayar namun semua ini bergantung pada kebijakan Badan dan
kerja Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai.”
(Wawancara 09 Maret 2018).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zk bahwa kekuatan yang
dimiliki saat ini oleh Badan Pengelolaan Kevangan Kabupaten Aceh Tengah
yaitu dimulai dari sumber daya manusianya dan loyalitas terhadap pekerjaan

schingga mampu menyelesaikan pekerjaan yang ada tanpa merasa berat hati.

Senada disampaiakan oleh Bapak Jhs selaku Kepala Bidang
Pendapatan di Badan Pengelolan dan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

sebagai berikut:

“Kekuatan Badan Pengelolaan Keuangan dalam meningkatkan PBB-
P2 hanya inengandalkan sumber daya yang ada sehingga dengan
sumber daya manusia yang ada dapat berupaya secara optimal. Dan
tetap berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagian mnasing-
masing karena semuanya sudah diatur oleh pemenintah dan
dituangkan didalam SOP, jadi dalam melaksanakan tugas kami
bergantung pada sumber daya yang ada tanpa ada pihak ketiga™
{(Wawancara 08 Maret).

Selain dari sumber daya manusia yang menjadi salah saatu kekuatan
yang dimilikt Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, ada juga

kekuatan seperti yang diungkapkan oleh RH selaku Kepala seksi pendaftaran
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dan pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
sebagai berikut;
“Dengan adanya data yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan
Kabupaten Acch Tengah seperti data NJOP tentu dengan prosedur
vang berlaku dapat menigkatkan PAD Kabupaten Aceh Tengah dan
data NJOP ini sudah dilakukan pm survey dilapangan schingga

menjadi ukuran dari sumber daya yang ada di Badan pengelotaan
Keuangan.” (Wawancara 08 Maret 2018).

Pemyataan diatas menjelaskan mengenai kekuatan vang dimiliki
dalam meningkatkan pajak terdapat kekuatan lain selain sumber daya
manusia juga seperti NJOP yang dimiliki, hal ini diyakini data merupakan
salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Bada Pengelola Keuangan Kabupaten
Aceh Tengah dan data vang dimiliki merupakan data vang telah disurvey
antara data yang ada dengan kondisi di lapangan. Dengan dilakukannya
pemutakhiran data, dapat menimbulkan obyek dan subyek pajak baru

sehingga peningkatan pajak tersebut menjadi lebih meningkat.

Selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Jhs mengenai kekuatan yang

dimiliki untuk peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan secbagai berikut:

“Dari letak geografis ada beberzpa daerah yang memiliki potensi,
maka kita bisa menaikkan NJOP nya karena bagi daerah-dacrah yang
memiliki potensi kita bisa menaikkannya namun tetap berdasarkan
peraturan yang berlaku.” (Wawancara, 08 Maret 2018).

Dari Pemyataan Informan secara Keseluruhan maka dapat dijelaskan
bahwa pemutakhiran antara data yang ada dengan data di lapangan
merupakan sumber utama untuk melihat potensi yang ada. Dengan potensi
yang ada saat ini, subyek dan obyek pajak menjadi semakin bertambah dan

juga berkurang karena dengan dilakukan pemutakhjnin data tersebut teryata
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banyak sekali data yang terhitung double. Maka date yang sudah sesuai dan
terbaru, kemudian dapat dilakukannya kenaikkan NJOP bagi daerah-daerah

tertentu schingga pemasukan daerah mejadi lebih tinggi.

Manajemen strategi Badan Pengelolaan Keunangan Kabupaten Aceh
Tengsh dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan, maka diperlukan
pula untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang saat ini
drrasakan, scbagaimana yang diungkapkan Bapak Zk selaku Kepala Badan
Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah menyatakan bahwa:

“Kelemahan dan Badan Pengelolaan Kenangan kembali lagi seperti

sumber daya manusianya, karena petugas yang menangani pajak ini

tidak sebanding dengan luas wilayahnya dan terkadang sudah jauh-
jauh untuk menyampaikan mengenai pajak akan tetapi wajib pajaknya
tidak berdomisili sesuai dengan alamat yang tercantum pada SPPT.

Itu semua memang sudah kewajiban kami, akan tetapi kepemilikian

obyek pajak yang tidak jelas ini menjadi kendala bagi kita.”
{Wawancara, 09 Maret 2018).

Pernyataan informan diatas menjelaskan terkait kelemahan yang
dimiliki yaite sumber daya manusia sebagai tenaga langsung dilapangan
yang masih minim serta daerah kerja yang iuas menjadi salah kelemahan
yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Kelemahan yang dihadapi pun dapat menjadi kendala dalam proses
peningkatan pajak, salah satunya yaitu pada saat melakukan penagihan pajak
kepada wajib pajak namun yang bersangkutan tidak berdomisish di
Kabupaten Aceh Tengah. Kesulitan dalam menjangkau wajib pajak iniiah
yang menjadi kelemahan dihadapi oleh para sumber daya manusia yang

melakukan tugasnya.
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Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Jhs selaku Kepala
Bidang Pendapatan mengenat kelemahan yang dihadapi sekarang ini adalah
sebagaiberikut:

“Kelemahan yang ada saat ini, yaitu seperti sumber daya manusia

yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuvangan yang masih kurang

dan tidak sebanding dengan luas wilayah di Kabupaten Aceh Tengah
yang memiliki 14 kecamatan dan lebih dari 290 Kampung selanjutnya
sumber daya manusianya tidak begitu banyak, selain itu Baadan
pengelolaan keuangan  belum memiliki UPT PBB-P2 walaupun
dinilai bahwa perannya cukup besar dalam mempermudah pelayanan

terhadap masyarakat datam hal i sabjek pajak dan wajib pajak.”
(Wawancara 09 Maret 2018).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa kelemahan yang dihadapi saat
ini yaitu sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan luas wilayah, belum
memiliki UPT yang dapat membantu menangani permasalahan Pajak Bumi
dan Bangunan . Sumber daya manusia baik tenaga tcknis ataupun kantor, saat
ini masih terhitung minim. Tenage yang minim membuat lamanya proses
baik pemutakhiran data maupun proses pemungutan pajak bumi dan

bangunan.

Selain kelemahan mengenai sumber daya manusianya yang kurang,
juga dapat disampaikan seperti yang diungkapkan oleh Jd sebagai Tenaga

Pemungut Kampung Bukit Sema menyatakan sebagai benkut:

“ada beberapa Kelemahannya yang kami rasakan seperti sarana dan
prasana yang kurang, hal ini dapat dirasakan pada waktu pembagian
SPPT kepada masyarakat, selanjutnya Jika masyarakat belum dapat
bayar kita berkewnjiban mendatangi masyarakat tersebut hal imi
menjadi kendalan bagi kami selaku tenaga yang ditugaskan.”
{(Wawancara, 11 Maret 2018)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43465 pdf
66

Pemyataan Informan diatas menjelaskan dalam melakukan penagihan
yang diperbantukan kepada pihak Kampung yaitu bertujuan untuk
mempermudah  pepagiban. Namun, dengan jumlah pemungut yang
menyampaikan SPPT hingga penagihan dengan sarena dan prasarana yang
dimiliki akan menjadi ancaman. Belum lunasnya wajib pajak dalam
membayarkan kewajibannya tersebut membuat tenaga pemungut harus
kembali melakukan penagihan secara berulang, sehingga masih terdapatnya

wajib pajak yang belum membayarkan pajak.

Selanjutnya kelemahan yang dimiliki dari sistem informasi yang
digunakan. Sistem informasi yeng dipergunakan untuk membantu menangani
persoalan pajak bumi dan bangunan, saat ini masih belum ada sumber daya
vang fokus menangani persoalan tersebut. Sehingga kelemahan yang
dirasakan kembali lagi pada sumber daya manusia, serta sumber daya
manusia yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang mampu
mengoperasinalkan dan mampu menangani persoalan pada sistem yang ada.
Banyaknya pendapat yang telah diungkapkan, maka dapat disimpulkan
bahwa kelemahan yang dihadapi pertama minimnya sumber daya manusia
baik pada saat melakukan penagihan maupun sumber daya manusia yang
menangani permasalahan IT, kedua sarana dan prasaran yang kurang
memadai terutama yang menunjang keberhasilan Pajak Bumi dan Bangunan ,
ketiga persoalan mengenai administasi dan keempat kesadaran masyarakat

dalam membayar pajak.

Strukiur adalah cara bagaimana orpanisasi diorganisasikan yang

berkenaan dengan komunikasi, wewenang dan arus kerja. Struktur sering
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disebut rantai perintah dan digambarkan secara grafis dengan mengpunakan
bagan organisasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Zk sclaku Kepala
Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:
“Badan pengelola Keuangan memiliki struktur terkait dengan
peningkatan Pajak Bumi dan bangunan dimulai dari kepala dinas,

sekretaris, hingga bagian-bagian yang membantu keberlangsungan
tugas pokok dan fungsi kami.” (Wawancara 09 Maret 2018).

Pendapat yang telah dijelaskan, bahwa budaya organisasi yang
terbentuk di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
berdasarkan kekeluargaan yang dapat mempererat tali silaturahmi, dapat
dilibat dengan adanya kegiatan-kegiatan bersama melalui apel, semuanya

diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sumber daya adalah bahagian dar aset yang meliputi keahlian
pegawai, kemampuan pegawai, dan bakat manajerial, Bapak Zk selaku
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
mengungkapkan bahwa “Kualitas Sumber dayanya lumayan, tapi
kuantifasnya yang sampai saat ini masih kurang terutama di bidang

pendapatan.” (09 Maret 2018).

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Zk bahwa
sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap organisasi, berdasarkan
dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. Seperti halnya untuk Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah kuantitas sumber daya

‘manusia yang dimiliki masih kurang terutama di bidang pendapatan.
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Senada yang disampaikan oleh Bapak Jhs selaku Kepala Bidang
Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan sebagai berikut:
“Belum sepenuhnya, namun sebagian sudah ada juge yang

berkompeten dalam bidang pendapatan khusunya dalam bidang Pajak
Bumi dan Bangunan.” (Wawancara 08 Maret 2018).

Berdasarkan pendapat diatas bahwa saat ini sumber daya manusia
belum sepenuhnya kompeten. Sumber daya manusia yang kurang
berkompeten dapat dilihat dari sumber daya manusia yang saat ini masih
kurang fokus dalam menangani sistem yang dapat meningkatkan Pajak Bumi
dan Bangunan seperti yang akan diungkapkan oleh SA terkait sumber daya
manusia sebagai berikut:

“ kekurangan yang dapat dirasakan adalah sulitnya mendapat tenaga

perkerja yang dapat fokus terhadap pekerjaan dalam pemungutan
pajak terutama pajak Bumi dan bangunan.” (07 Maret 2018).

Berdasatkan bebrapa pendapat diatas mengenai sumber daya manusia
yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan bukan hanya pada saat
melakukan penagihan saja, melainkan tingkat kefokusan dalam
melaksanakan pekerjaan juga menjadi kendala dalam pemungutan pajak
bumi dan baegunan dan sumber daya manusia yang menangani [T. Seperti
yang telah dijelaskan, bahwa saat ini masih membutuhkan tenaga IT untuk
menangani persoalan pajak khususnya pemuktahiran Data dari pajak bumi

dan bangunan serta pemetaannya.

Selain kelemahan yang dirasakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Aceh Tengah, kelemahan lainya yang disampaikan oleh
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pemungut. Seperti yang akan diungkapkan oleh HS selaku bendahara
penerima kecamatan sebagai berikut:
“Luas areal dan kendala waktu serta fasilitas yang dimiliki tenaga

pemungut salah satu menjadi kendala dalam melakukan pemungutan
pajak. (wawancara 10 Maret).

Pernyataan yang disampaikan bahwa kelemahan yang dihadapi salah
-satunya adalah waktu pada saat melakukan penagihan hal ini menjadi
kendala dalam melakukan penagihan pajak dan pemungutan pajak dilakukan
pada saat hari kerja sehingga dalam melakukan penagihannya harus cepat.
Kelemahan yang dirasakan selanjutnya terkait jarak, jarak yang ditempuh
juga menjadi kendala yang dihadapi apabila wajib pajak yang tidak ada

ditempat yang menjadi sulit dalam melakukan penagihan.

Dalam melakukan penagihan, fasilitas yang ada hanyalah kendaraan
pribadi yang terbatas sechingga itu semua menjadi kelemahan yang dihadapi

oleh pemungut Kampung di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang
untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkugan, dilihat
dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Perumusan strategi meliputi
menentukan misi organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai,
pengembangan strategi, dan penetapan pedomankebijakan. Misi organisasi
adalah tujuan atau elasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang
disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang

membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain dan mengidentifikasi
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jangkauan operasi organisasi dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang
dilayani. Misi dapat ditetapkan secara sempit atau secaraluas. Seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Zk seleku Kepala Badan pengelolaan Keuangan

Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

“Sebagai SKPK yang bertugas untuk mengelola keuangan daerah
yang ada, tentu visi yang dibuat berkaitan akan penerimaan
pendapatan asli daerah untuk dapat meningkatkan APBD Kab. Aceh
Tengah baik dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, Baik
visi dan misi yang kami gagas, tentu juga berkaitan dengan visi dan
misi yang digagas oleh Bupati Kab. Aceh Tengah.” (Wawancara 09
Maret 2018).

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jhs  sebagai
benkut:

“Sebagai instansi yang bertugas mengenai pengelolaan pendapatan

Kabupaten Aceh Tengah, tentu misi yang digagas pasti berhubungan

dengan visi misi dan tujan instansinya yaitu seperti dengan

meningkatkan pengelolaan pendapatan dacrah melalui pendapatan
asli daerah.” (Wawancara, 08 Maret 2018).

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan olch oleh Bapak Jhs terkait
misi yang digagas oleh Badan pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
Tengah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seperti yang
telah diungkapkan. Misi setiap SKPK tentu memiliki tujuan yang sama,
yaitu untuk kemajuan Kabupaten Aceh Tengah namun cara yang
dilakukannya berbeda-beda karena berdasarkan dengan tugas pokok dan

fungsi SKPK terkait. Begitupun yang diungkapkan oleh SA sebagai berikut:

“Misi yang digagas tentu bertujuan untuk dapat meningkatkan PAD
di Kab. Aceh Tengah melalui pajak daerah salah satunya yaitu Pajak
Bumi dan Bangunan .” (Wawancara 07 Maret 2018).
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Berdasarkan seperti yang telah diungkapkan mengenai misi yang
digagas bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Pajak
Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah bukan hanya peran dari
pemerintah saja, melainkan dari para pemungut sebagai ujung tombak terkait

Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah.

Pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil dari penyelesaian misi.
Sebagaimana Bapak Zk menyatakan pendapatnya sebagai berikut:
“Upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yartu denpan
mengoptimalkan segala potensi yang ada schingga potensi yang
sudah dimiliki dapat jauh lebih berkembang. Seperti halnya PBB- P2
di Kab. Aceh Tengah yang sudah berjalan cukup lama ini kami terus
melakukan pembaharuan data agar apabila ada data yang belum
masuk sebagai objek pajak maka pemiliknya dapat melaporkan
menjadi objek pajak. Begitupun sebaliknya dengan pembaharuan data

ini, apabila ada data yang tidak sesuai maka kami dapat
merubahnya,”( Wawancara, 08 Maret 2018)

Selaras dengan pendapat yang telah diungkapkan mengenai tujuan
yarg dilakukan untuk dapat mencapai rencana yang diharapkan dan sesuai
dengan visi misi yang digagas. Begitupun yang diungkapkan oleh ibu SA
mengenai tujuan untuk dapat meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan
sebagai berikut:

“Menjalankan program yang kami buat untuk dapat mencapai tjuan

sechingga dengan itu akan terlihat perkembangannya seperti apa.

Seperti halnya denga kajian potensi pamun memang belum

terlaksana. Kemudian dilakukannya pemutakhiran data secara
berkelanjutan.” (Wawancara, 07 Maret 2013).

Dalam proses untuk dapat mencapai tujuan tersebut, sejauh ini masih
berada dalam proses untuk dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Jhs scbagai benkut:
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“Untuk mencapai tujuannya memang belum sepenubnya tapi kami
akan terus berusaha agar kami dapat memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat serta pemasukan daerahnya menjadi lebih
optimal dan pemanfaatannya dapat dirasakan oleh semua masyarakat.
(Wawancara, 08 Maret 2018).

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak RH mengenai tujuan utuk
meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengeh
sebagai berikut:

“Sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, akan tetapi

masih belum optimal.” (Wawancara, 08 Maret 2018).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa untuk
mencapai fujuan yang ada dilibat dan peluang vaitu seperti kajian potensi
Kabupaten Aceh Tengah, pemutakhiran data wajib pajak dan subyek pajak
serta dengan tidak melupakan untuk dapat memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Namun sejauh ini untuk dapat mencapai tujuan tersebut masih

belum terlaksana secara optimal.

Strategi orgenisasi merupakan rumusan perencangan komperhensif
tentang bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi
akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan
keterbatasan bersaing. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zk
sebagai berikut:

“Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengsh

yaitu bagaimana melakukan pendekatan kepada wajib pajak, dengan

melakukan focus grup discussion (FGD) dengan wajib pajak serta

dengan turun kelapangan atau dengan dipanggilnya wajib pajak dan
berkumpul di satu tempat. (Wawancara, 09 April 2018).
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Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Zk mengenai
strategi sebagai cara yang dilakukan untuk dapat mcncapai' twjuan dalam
sebuah organisasi. Seperti halnya Badan pengelolaan Keuangan Kabupaten
Aceh Tengah membuat strategi yang dilakukan agar dapat meningkatkan
Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah sebagai tujuannya
dengan dilakukannys pendekatan kepada wajib pajak dengan sistem focus
grup discussion (FGD) dan turun kelapangan. Melakukan pendekatan
kepadawajib pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah
setempat. Berbeda halnya mengenai strategi yang diungkapkan oleh Bapak
Jhs sebagai berikut:

“Dengan pendataan ulang baik wajib pajaknya ataupun obyek

pajaknya agar kesalahan pada SPPT, double anclah atau SPPT ganda

dengan tanah yang sama tetapi beda kepemilikannya misalnya. Maka
kami melakukan berbagai cara seperti merekap atan mendata ulang
tetapi sifatanya bertahap karena tidak bisa semua kecamatan kami
lakukan secara bersamaan, Seperti halnya pendataan ulang telah kita
takukan pada 3 kecamatan terlebih dahulu dan panti ditabun

selanjutnya kami pun melakukan pendataan ulang secara bertahap di
3 atau 4 kecamatan selanjutmya.” {Wawancara, 09 Maret 2018).

Strategi yang diungkapkan yaitu dengan melakukan pendataan ulang
baik wajib pajak maupun obyck pajaknya yang dilakukan secara bertahap.
Melakukan pendataan agar mengetahui wajib pajak dan obyek pajek yang
saat ini masih belum terdaftar atau memang sudah bukan menjadi obyek
pajak sehingga memiliki data yang terbaru dan sesuai dengan kenyataan

dilapangan.

Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, berbagai cara

dilakukan dengan membuat strategi agar pajak bumi dan bangunan di
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Kabupaten Aceh Tengah dapat meningkat. Seperti yang diungkapkan oleh

Bapak Jhs mengenai strategi yang dilakaukan sebagai berikut;
“Dengan  memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk
memberikan pemahaman kepada mereka bahwa fungsi pajak itu dapat
dirasakan dan dimanfaatkan oleb halayak umum. Sehingga dengan
itu, diharapkan wajib pajak memiliki rasa untuk segera melaporkan
kewajibannya dengan mendaftarkan obyek pajaknya hagi yang
belum. Serta bagi wajib pajak yang masih memiliki pajak

terhutangnya untuk segera membayarkannya sebelum jatuh tempo.”
(Wawancara, 08 Maret 2018).

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Jhs mengenai
berbagai macam startegi yang dibuat, seperti halnya yang telah diungkapkan
sebelumnya. Lain halnya dengan strategi yang diungkapkan oleh Bapak Jhs
terkait strategi yang dilakukan yaitu dengan memberkan sosialisasi
mengenai fungsi pajak. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar
masyarakat memahami bahwa fungsi pajak dapat dirasakan dan bermanfaat
oleh khalayak umum. Sehingga diharapkan timbulnya kesadaran masyarakat

untuk segera melakukan pembayaran pajak.

Begitupun halnya yang diungkapkan oleh Bapak RH mengenai
strategi yang dilakukan untuk dapat meningkatken Pajak Bumi dan

Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

“Dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui akan
kewajibannya membayar pajak, serta melakukan multi guna SPPT.
Multi guna SPPT ini seperti pemanfaatan SPPT sebagai syarat dalam
akta jual beli (AJB) misalnya, sehingga ada kewajiban bagi mereka
untuk melunasi terlebih dahulu piutang pajaknya. (Wawancara, 09
Maret 2018).

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak RH mengenai

berhagai strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat mencapai tujuan
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tersebut seperti dengan melakukan sosialisasi serta melakukannya multi guna
SPPT sebagai akta jual beli (AJB). Saat ini diberlakukannya SPPT sebagai
bukti dalam persyaratan AJB menjadi salah satu strategi yang dibuat oleh

pemerintah.

Selain dari instansi pemerintah, ada pula beberapa strategi yang
dilakukan oleh para pemungut dimana pemimgut merupakan bagian penting
terhadap keberlangsungan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Aceh Tengah, seperti yang diungkapkan oleh Amr sebagai
berikut: “'Strategi yang dilakukan, dulu kan mereka yang datang, sekarang
dibalik menjadi kita yang datang kepada wajib pajaknya.” Juga seperti yang
telah disampikan oleh Karimsah , terdapat strategi yang dilakukan apgar
mempermudah dalam melakukan peningkatan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Tengah yaitu dengan
menghampiri wajib pajaknya. Begitupun halnya yang disampakan oleh
Ridwan dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:
“Strateginya dengan kita datang kerumah-rumah satu persatu aja.”

(Wawancara, 10 Maret 2018).

Pendapat diatas dapat disimpuilkan bahwa strategi yang dilakukan
oleh pemerintah terkait, yakni Badan pengelolaan Keuangan Kabupaten
Aceh Tengah melakukan berbagai strategi untuk dapat meningkatkan Pajak
Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah diantaranya pertama,
dengan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, kedua
melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, ketiga inenyampaikan

sosialisasi mengenai fungsi pajak, keempat menerapkan sistem multi guna

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43465 pdf
76

SPPT dan kelima yaitu dengan menghampiri wajib pajak satu persatu.
kebjjakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan

organisasi secara keseluruhan.

Kebyjakan juga merupakan pedoman yang menghubungkan
perumusan strategi dan implementasi. seperti yang akan di sampaikan oleh
Bapak Zk sebagai berikut:

“Ada, seperti dari Undang-undang No 28 fahun 2009, Qanun

Kabupaten Aceh Tengah No.3 Tahun 2010, Peraturan Bupati No 59,

sistem dan prosedur hingga standar operasional prosedur..”
(Wawancara, 09 Maret 2018).

Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Zk terkait kebijakan yang
menghasilkan sebuah peraturan baik peraturan pemerintah pusat maupun
daerah. Seperti halnya di Kabupaten Acch Tengah ada berbagai macam
peraturan yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan yaitu seperti Undang-
undang No 28 tahun 2009,Qanun Kabupaten Aceh Tengah no 3 Tahun 2010,
sistem dan prosedur hingga standar operasional prosedur. Adapun yang
diungkapkan oleh Bapak Jhs mengenai kebijakan yang mengatur Pajak
Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut:

“Tentu pasti ada karena kita pun mengacu pada peraturan yang dibuat

oleh pemerintah. Seperti halnya pada Undang-undang No 28 tahun

2009, kemudian diturunkan pada Qanun No 3 tahun 2010, Perbup No

47 tahun 2014 dan terakhir diturunkan pada sfandard operating
procedure (SOP).” (Wawancara, 09 Maret 2018)

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Jhs mengenai
kebijakan yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh

Tengah, bahwa semua daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda
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mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah karena

kebijakan yang mengatur sesuai dengan kondisi disetiap daerah.
3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan
strategi dan kebijaknnya dalam tindakan melalui pengembangan program,
anggaran, dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya
secara menyeluruh, struktur dan atau sistern manajemen organisasi secara

keseturuhan,

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah
yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program
melibatkan restrukturisasi organisasi, perubahan budaya internal organisasi,
atau jadwal dari suatu penelitian baru. Sebagaimana Bapak Zk selaku kepala

Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah menyatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan pendapatan daerah dani berbagai sektor salah
satunya dari PBB-P2 sebagai salah satu potensi pajak daerah yang ada
di Kabupaten Aceh Tengah Badan Pengelolaan keuanpan mempunyai
program dalam meningkatkan pendadapatan memelalui PBB-P2 yang
bertujuan agar pemasukan daerah dapat meningkat dan sektor
pajaknya.” (Wawancara, 09 Maret 2018).

Senada dengan pernyataan Bapak Jhs selaku Kepala Bidang

Pendaptan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah sebagai berikut:

“program yvang ada di Badan pengelolaan keuangan dalam rangka
meningkatkan Pajak adalah salah satunya percepatan pembuatan
SPPT, setelah rampung dibuat selanjutnya didistribusikan hingga
penagihan menjadi bagian dari program bidang PBB-P2. Progaram mi
sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja keuagan terutama dan
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pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. (Wawancara
09 Maret 2018).

Dinas Pendapatan Darah Kabupaten Aceh Tengah memiliki program
yang berkaitandalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten
Aceh Tengah, seperti yang diungkapkan bahwa program tersebut yaitu pada
saat dilakukannya pencetakan, pendistrihusian SPPT, hingga proses

penagihan.

Berdasarkan pendapat yang telah diungkapkan, maka dapat diperjelas
bahwa adanya program untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Aceh Tengah merupskan bapian dari tupgas pokok dan fungsi
organisasi, untuk program yang bertujuan pajak Pajak Bumi dan Bangunan
seperti dengan melakukan pencetakan dan penagihan pajak kepada wajib
pajak, schingga pemasukan daerah akan menjadi lebih besar apabila wajib

pajak melunasi tagihan pajak tersebut.

Terkait anggaran yang disiapkan untuk meningkatkan Pajak Bumi
dan Bangunan , hal-hal yang berkaitan seperti membenkan sostalisasi kepada
wajib pajak. Anggaran yang disiapkan setiap tahunnya yaitu bersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sama halnya yang dijelaskan
oleh Bapak Jhs sebagai berikut: “Pasti ada, anggaran yang kami siapkan
tentunya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Berikut pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Jhs selaku Kepala
Bidang Pendapatan Pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh

Tengah
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“Mengenai Anggaran Badan Pengelola Keuangan sudah dialokasikan
berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
setiap tahunnya. Selamjumya anggaran disiapkan untuk keperluan
setiap SKPK dan dibagi berdasarkan sesuai denga kebutuhan masing-
masing bagian” (Wawancara, 09 April 2018)

Pernyatan diatas yang disampaikan bahwa anggara Badan Pegelolaan
Keunagan dialokasi berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten,
dan disiapkan berdasarkan kebutuhan dar pelaksanaan progran yang sudah
cantumkan. Seperti halnya ada anggaran yang diperuntukkan berupa

penghargaan yang diungkapkan oleh Bapak Jhs sebagai berikut:

“dalam memotivasi kerja para pemungut dilapangan ada,
penghargaan yang kita siapkan dan diberikan sebagai salah satu bukti
bahwa memang sermnua kerja keras ini dihargai agar kedepannya
semua pihak yang terlibat dalam pemungutan baik pthak kecamatan
ataupun Pihak Kampung hal ini diprograkan guna memotivasi tenaga
kerja dalam pemungutan pajak Bumi dan bangunan.” {Wawancara 09
Maret 2018).

Prosedur, terkadang disebut standard operating procedures (SOP).
Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan
yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan
diselesaikan. Prosedur secara khusus merinci berbagai aktivitas yang harus

dikerjakan untuk menyelesaikan program-program organisasi.

Mengenai prosedur Pajak Bumi dan Bangunan dijelaskan oleh Bapak
Zk selaku Kepala Badan pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
sebagai berikut:

“Prosedur yang ada sudah sifatnya mengikat seperti dari pendaftaran

wajib pajak dan persyaratan-persyaratan yang disipkan semuanya
dapat dikonsulkan di bidang pelayanan pada Badan Pengelolaan
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Keuangan. Tahapannya adalah wajib pajak mengisi formulir dan nanti
ada pegawai dari kami yang meninjau ulang dan dari situ, dan setelah
ditinjau selanjutnya ditetapkan berapa besaran pajak yang harus
dibayar oleh wajib pajak,” (Wawancara, 09 Maret 2018).

Sama halnya dengan permnyataan Bapak RH selaku Kasi Pendaftaran
Dan Pendataan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tengah sebagai
berikut:

“Prosedur tentang Pajak Bumi dan Bangunan sudah ada dan lengkap

dibidang pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan yaitu seperti

Persyaratan awal, pendafiaran, penctapar besaran jumlah yang harus

dibayar wajib pajak dan informasi lainya yang berkenaan dengan
pajak,.” (Wawancara, 08 Maret 2018)

Penjelasan diatas telah mengungkapkan bahwa, mengenai pajak dapat
langsung datang kebagian pelayanan untuk melengkapi adminsitrasi.
Prosedur yang beriaku sudah diatur berdasarkan peraturan yang berlaku
seperti yang diungkapkan oleh Bapak Zk sebagai berikut:

“Prosedur pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam dengan Qanun

Nomor 3 Tahun 2010. Baik prosedur pendaftaran hingga penarikan

sanksi tegas kepada wajib pajak yang belum membayarkan pajakuya™
(Wawancara, 09 Maret 2018).

Berbeda dengan pernyataan yang Bapak Selamat selaku tenaga
pemungut pajak di Kampung:

“Terkait prosedur Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh

Tengah, pemungut Kampung yang membantu dalam peningkatan

Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruahan mengenai peraturan
kami tidak mengetahui bagaimana prosedur yang berlaku.
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Senada halnya yang disampaikan YM selaku tenaga Pemungut
Kampung bahwa:

Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah

sebagian saya mengetahui namun secara keselurzhan saya tidak

memahaminya hal ini kama dalam tugas dan fungsi kami selaku

tenaga pemungut sudah jelas dan jika ada perubahan aturan kami

akan diberi tahu oleh pihak Kabupaten™ (Wawancara, 10 Maret

2018).

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan diatas mengenai prosedur
Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah, para pemungut
kurang mengetahui bagaimana prosedur yang berlaku hal ini akibat tenaga
pemungut kampung di pilih oleh kepala desa atau reje kampung, yang mana

petugasnya bisa berubah-ubah sesuai keinginan kepala desa.

Sepertt halnya yang diungkapkan oleh salah satu wajib pajak yaitu
Bapak Ani mengenai prosedur Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:
“Kami kurang memahami mengenai peraturan pemerintsh tentang

prosedur penetapan PBB-P2, yang saya tahu cuman mekanisme
dalam pembayaran selama satu tahun.” (Wawancara, 24 Maret 2018).

Mengenai prosedur Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh
Tengah, wajib pajak kurang mengetahui bagaimana prosedur yang berlaku
karena yang mereka ketahui hanyalah kewajibannya dalam membayar pajak

setiap tahunnya saja.

Pendapat diatas secara keselmruhan diungkapkan bahwa prosedur
Pajak Bumi dan Bangunan vyang diketahuinya mengenai tagihan yang

dibayarkan sebelum jatuh tempo. Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan bukan
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hanya terkait pembayaran, melainkan seperti pendaftaran obyek dan subyek
pajak, penilaian obyek pajak, penetapan pajak, penagihan pajak hingga
sanksi pajak. Berkaitan dengan administrasi pajak, wajib pajak saat ini masih
kurang mengetahui tahapan-tahapan secara detailnya. Prosedur dalam Pajak
Bumi dan Bangunan banyak berkaitan dengan pelayanannya hanyalah
diawal melakukan pendaflaran, selanjutnya wajib pajak menunggu surat
tagihan yang diantar oleh petugas pemungut pajak baik dari pemerintah

maupun petugas Kampung.

Dalam proses pendistribusian surat pemberitahuan pajak terhutang
(SPPT) dan juga sekaligus dalam melakukan penagihan pajak, diungkapkan
oleh petugas pemungut. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan diungkapkan
berdasarkan nominal pajak masing-masing. Seperti halnya yang akan
diungkapkan oleh Bapak JY sebagai berikut:

“Biasanya SPPT sampai sekitar bulan april di pemungut, hal ini juga

bergantung pada Badan Pengelcolaan dan Keuangan Kabupaten,

Setelah dibagikan dari Kecamatan, baru kita distribusikan

berdasarkan wilayah sehingga di bagaikan kepada wajib pajak .’
(Wawancara,11 Maret 2018).

Berdasarkan pendapat yang telah diungkapkan oleh Bapak JY
penyampaian surat pemberitahuan pajak terhutung (SPPT) kepada wajib
pajak menunggu saat sudah ada di kantor Kampung masing-masing, Waktu
penyampaian biasanya berbeda- beda, namun sekitar pada awal tahun karena
batas jatuh tempo pembayaran pajak pada bulan september. Setelah

penyampaian sampai disetiap pemungut masing- masing Kampung maka
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pemungut langsung menyampaikan kepada setiap wajib pajak seperti yang
akan diungkapkan oleh IH sebagai berikut:
“prosedur pembagiannya berdasarkan jumlah wajib pajak dan
berdasarkan ketentuan yang ada, langkah awalnya kita memilah-
milah berdasarkan wilayah dusun ha! ini supaya dimudakan dalam
pendistribusian SPPT, selanjutnya 1 hari sebelumnya penagihan akan

diberitahu dan di informasikan melalui kepala Dusun yang ada di
Kampung.” (Wawancara, 10 Maret 2018).

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diungkapkan bahwa
penyampaian surat pemberitahuan pajak terhwtang disetiap kampung
berbeda-beda namun untuk waktu penyampaian kepada wajib pajak selama 1
(satu) minggu setelah berada ditangan pemungut. Penyampaian surat
pemberitahuan pajak terhutang harus sampai kepada wajib pajak sebelum
jatuh tempo, karena apabila melewati batas waktu pembayaran akan
dikenakan denda 2% per bulan. Waktu penyampaian yang biasanya
dilakukan pada awal tahun, Lambatnya penyampaian surat tagihan kepada
wajib pajak, dapat mempengaruhi terhadap peningkatan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah, karena tidak semua wajib pajak
langsung membayarkan tagihan pajaknya. Waktu penyampaian yang sudah
melewati jatuh tempo, nembuat wajib pajak menjadi terkena denda yang
juga harus dibayarkan sedangkan saat ini belumn seinuanya wajib pajak sadar
akan kewajibannya dalam membayar pajak, ditambah denpan denda yang
juga harus dibayarkan membuat tagihan pajaknya akan menjadi semakin

besar.

Dari semua pendapat yang telah diungkapkan terkait prosedur

penyampaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah, dapat
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dibantu dibagian pelayanan. Namun sejauh ini, wajib pajak kurang
megetahui bagaimana prosedur yang berlaku dan hanya mengetahui untuk
kewajiban dalam membayar pajaknya saja. Sedangkan waktu surat tagihan
yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang sampaik kepada wajib pajak
scharusnya sampai kepada wajib pajak pada bulan-bulan awal atau jauh
sebelum waktu pembayaran pajak ditutup. Namun, sempat terjadi dibeberapa
daerah surat tagihan yang sampai kepada wajib pajak melebihi waktu batas
pembayaran yaitu pada bulan november. Lambatnya penyampaian surat
tagihan, membuat wajib pajak menjadi terkena denda 2% dari jumlah tagihan
pajaknya. Schingga perlu adanya perubahan agar wajib pajak tidak terkena
denda yang dikarenakan keterlambatan dalam penyampaian surat tagihan

yang diungkapkan oleh petugas pemungut pajak.
4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas-
aktivitas organisasi dan hasii kega dimonitor dan kinerja
sesungguhnyadibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di
semua level menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan
perbaikan dan memecahkan masalah. Walaupun evaluasi dan pengedalian
merupakan elemen akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu
juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam
implementasi strategi sebelumnya dan mendorong proses keseluruhan untuk

dimulai kembali.
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Evaluasi dan penpendalian yang dilakukan Badan pengelolaan
Keuangan oleh Bapak Zk selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah menyatakan sebagai berikut:

“Evaluasi dan pengendalian yang dilakukan sejauh ini sudah baik,

karena rteazlisasinya sudah lebih meningkat dan sudah melakukan

evaluasi dengan beberapa pihak terkait yang berkaitan dengan PBB-
P2.” (Wawancara, 09Maret 2018).

Selain itu, ada pula pendapat yang diungkapkan megenai ¢valuasi dan
pengendalian yang dilakukan cukup berbeda, diungkapkan oleh Bapak Jhs

selaku Kepala Bidang Pendapatan sebapai berikut;

“Evaluasi dan pengendalian yang dilakukan seperti dengan membuat
laporan bulanan, triwulan, semesteran dan adanya rapat evaluasi.
Dengan adanya laporan yang dibuat, kita jadi dapat mengetahui
sejauh mana peningkatan yang ada dari PBB-P2 ini.” (Wawancara, 09
Maret 2018).

Begitupun dengan yang diungkapkan oteh MW selaku kepala seksi
penagihan pada Badan pengelolaan keuangan mengenai evaluasi dan
pengendalian sebagai berikut:

“Dilakukannya dengan kas opmame atas pendistribusian PBB-P2

sehingga kita dapat melihat berapa jumlah SPPT yang belum

terdistribusi dan juga kita dapat mengetahui berapakah jumlah dana
yang belum disetorkan.” (Wawancara, 07 Maret 2018).

Pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Pajak Bumi
dan Bangunan bukan hanya dilakukan oleh pihak instansi pemerintahan saja,

melainkan dengan para pemungut yang membantu proses pendistribusian
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SPPT dan penagihan pajak. Begitupun evaluasi dan pengendalian, ada pula

evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh para pemungut.

Evatuasi dan pengendalian setiap 1 (satu) kali perbulannya. Evaluasi
dan pengendalian yang dilakukan tentu bertujuan untuk mengetahui
perkembangan yang terjadi dilapangan baik dalam bal penyampaian SPPT
maupun penagihan pajak. Seperti pendapat yang telah diungkapkan upaya
meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah maka
dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan pengendalian yang dilakukan dengan
melaporkan laporan triwulan atau  semesteran  untukmengetahui
perkembangannya. Begitupun evaluasi dan pengendalian yang dilakukan
oleh para pemungut, masipg-masing pemungut menyampaikan evaluasi dan
pengendalian setiap bulannya ddaergsh masing-masing sehingga déngan
diadakannya evaluasi dan pengendalian tersebut, kita dapat mengetahui

sejauh mana perkembangan dan kendala yang dihadapt.

5. Hambatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengab
Dalam Peningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor
Pajak Bumi Dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Aceh Tengah Dalam Peningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dari
Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Aceh Tengah, tidak terlepas
dari beberapa faktor-faktor yang menghambat. Hambatan yang dihadapi oleh
pegawai bagian Pengelolaan keuangan dan pemungut Pajak Bumi Dan
Bangunan tingkat kecamatan dan ditingkat Kampung dalam melaksanakan

tugas yaitu seperti yang disampaikan Bapak Zk selaku Kepala Badan
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pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut sebagai
berikut:
“Secara keselurahan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan
pajak Bumi dan bangunan adalah pengusaan sistem berbasis
informasi yang masih perlu ditingkatkan, hal ini bergantung pada

sumber daya yang ada serta keterbatasa personil di lapangan.
{Wawacara 15 Maret 2018)

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Mw selaku kepala seksi
penagihan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
sebagai berikut:

“Keterbatasan personil dalam pemungutan pajak Bumi dan
Bangunan tingkat Kecamatan dan tingkat kampung salah satu yang
menjadi kendala dalam melakukan pemungutan, sehingga
berdampak pada keberlangsungan dalam proses pemunutan pada

wajib pajak, hal ini menjadi faktor-faktor yang kami hadapi selama
ini, (Wawacara 15 Maret 2018)

Dan vuraian diatas dapat dinyatakan bahwa hambatan dalam
meningkatkan pajak bumi dan bangunan yang sudah dilakukan adalah satu
yang menjadi hambatan adalah penguasaan sistem informasi yang berkenaan
dengan data wajib pajak belum dapat disesuaikan dengan data nl, hal ini
disebabkan keterlambatan penyerahan data dar lapangan, selain itu
keterbatasan Sumber daya manusia yang ada juga mendadi kendalam dalam

melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Selain yanp disampaikan diatas maka ada beberapa hambatan yang

dihadipi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah seperti
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disampaikan oleh bapak Hs selaku petugas Kecamatan.

“hal yang menjadi kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak
bumi dan bangunan adalah luas wilayah yang begitu luas sehingga
dengan keterbatasan fasalitas yang diberikan pihak kabupaten kami
harus berkerja sebisa kami ditapangan”. (Wawacara 15 Maret 2018)

Selanjutnya disampaikan JY selaku petugas pemungutan pajak bumi
dan bangunan yang ada dikampung;
“kesadaran masyarakat atau wajib pajak juga menjadi halangan bagi
kami menjalankan pekerjaan, pada hal sudah diberitahukan melalui
reje kampung bagaiman proses pembayaran pajak kepada

masyarakat, nanum faktanya kami harus menjemput karumah-
rumah. (Wawacara 15Maret 2018)

Dari Uraian Informan diatas, maka dapat disampaikan bahwa
hambatan yang diahadapi adalah saranan dan prasarana yang dimiliki
pemungut kamput menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dalam
pemungutan pajak bumi dan banguna, selain itu pemahaman masyarakat akan
sadar pembayaran pajak bumi dan bangunan belum sesuai harapan sehingga

hari melakukan pendekatan dan penjemputan dari rumah kerumah.

Selain itu mekanisme pembayaran juga masih menjadi kendala atau
hambatan dalam pengelolaan PBB-P2 di Aceh Tengah, Seperti dengan yang
dijelaskan oleh Bapak Marwan selaku Kepala Seksi Penagihan Dan
Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan bahwa maslah lainnya adalah
soal pembayayaran seperti di ungkapkan sebagai benkut;

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bisa melalui petugas

pemungut pajak atau bisa langsung membayarkannya di loket Badan
Pengelolaan Keuangan.
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...Namun ada kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran pajak

melalui Bank. Hal ini menjadi persepsi dikalangan wajib pajak,
kendalanya adatah jarak tempuh dan proses waktu pembayaran
memelukan waktu yang panjang bagi masyarakat.(Wawancara 09
April 2018)

Proses pembayaran yang dilakukan wajib pajak ada beberapa persepsi
atau pemahaman dalam layanan pembayaran seperti diungkapkan oleh YM
selaku Petugas Pungut Pajak Kampung Bukit Sari sebagai berikut:

“Bisa membayar langsung, dibayarkan ke petugas pemungut

kampung atau ke loket Badan Pengelolaan Keuangan. Namun

berdasarkan pengalaman saya wajib pajak paling banyak

membayarkan pajak Bumi dan Bangunan pada petugas kampung hal
ini dianggap paling efesien,. (Wawancara, 10 maret 2018).

Berdasarkan bebrapa pendapat yang telah diungkapkan diatas bahwa
wajib pajak lebih banyak memilih membayarkan pajaknya melalui pemungut
dibandingkan membayarkannya langsung ke loket pembayaran atau pihak
bank hal ini sudah menjadi kebiasaan wajib pajak jika membayar pajak

dengan asumsi lebih efesien.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jhs selaku Kepala Bidang

Pendapatan bahwa

“pembayaran melalui bank saat ini dirasakan sangatlah sulit karena
wajib pajak harus mengambil bukti setor ke Badan Pengelolaan
Keuangan ataun ke Kecamatan untuk sehingga wajib pajak enggan
membayarkannya secara langsung, Proses pembayaran yang dianggap
memakan waktu membuat wajib pajak lebth memilih
membayarkannya secara langsung kepada petugas pemungut pajak
dibandingkan melalui bank”. (Wawancara, 09 April 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas behwa pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah wajib pajak lebih memiiih
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membayar kepada petupas pemungut pajak di pihak kampung dan kecamatan
bila di bandingkan membayarkannya melalui Bank. Proses yang memakan
waktu dan berbelit-belit serta jarak yang ditempuh antara rumah sampai ke
bank menjadi persepsi bagi wajib pajak, lial dianggap tidak sebanding
dengan jumiah tagihan pajaknya sehingga lebih memilih membayarkannya

melalui petugas pada saat petugas menyampaikan surat tagihan.

C. Pembahasan

Permasalahan yang ada membuat identifikasi masalah peneliti
mengamati identifikasi masalah diantaranya rendahnya kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak, rendahnya realisasi dan target pajak,
belum tegasnya penerapan sanksi pajak dan kurangnya tenaga ahli yang
sesuai dengan tingkat pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan yang
terjadi peneliti mengpgunakan teori manajemen proses strategis menurut J.
David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang meliputi 4 (empat) elemen
dasar seperti (i) pengamatan lingkungan, (2) perumusan strategi (3)
implementast strategi, (4) evaluasi dan pengendalian. Benkut ini peneliti

akan membahas lebih lanjut terkait temuan yang peneliti temui.

1. Pengamatan Lingkungan

Dalam melihat berbagai peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh
Tengah untuk dapat meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten
Acch Tengah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bekerja sama dengan
berbagai pihak terkait seperti pihak Kecamatan dan Kampung dalam
menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). Surat

pemberitahuan pajak terhutang mempakan surat yang digunakan untuk
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memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang kepada
wajib pajak. Selain menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang
kepada wajib pajak, Kampung pun melakukan penagihan kepada wajib pajak
karena sistem pembayaran dapat dilakukan melalui petugas pemungut yakni
dari pihak Kampung dan yang diperbantukan oleh Dusun-dusun setempat
sebagai pemungut Pajak Bumi dan Bangunan . Selain itu, ada pula kerja
sama yang dilakukan dengan Badan Pertahanan Nasional dalam menangani
persoalan pertanahan. Ada pula kerja sama yang dilakukan dengan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Aceh Tengah pada tahun awal

pelimpahan sebagai masa penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan .

Pthak Kampung dan Dusun-Dusun sebagai pemungut Pajek Bumi
dan Bangunan disetiap daerah, memiliki peran dalam meningkatkan Pajak
Bumi dan Bangunan karena pemungut bergda lebih dekat dengan wajib
pajak. Sebagai pihak yang berada lebih dekat dengan wajib pajak, pemungut
pajak bumi dan bangunan perdesaan pekotaan pun memiliki pandangan
terkait kesempatan yang berada di Kabupaten Aceh Tengah yaitu pertama,
jumlah wajib pajak di setiap dacrah. Kedua, mendata wajib pajak dan subyek
pajak yang baru. Ketiga, menaikkan nilai jual obyek pajak dibeberapa
daerah. Nilai jual obyek pajak ditentukan oleh pemerintah setempat setiap 3
(tiga) tahun sekali, namun dibeberapa daersh yang berpotensi dapat
dinaikkan setiap 1 (satu) tahun sekali yang telah ditentukan oleh

pemerintahdaerah.

Ancaman Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh

Tengah dalam meningkatan Pajak Bumi dan Bangunan pertama, adalah
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masih kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan tingkat
pendidikan seperti halnya dalam menangani sistem informasi yang berkaitan
dalam Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak adanya sumber daya manusia
yang secara fokus menangani persoalan pajak bumi dan bangunan. Kedua,
tidak adanya pelatihan yang diberikan kepada pemungut dalam hal
pembukuan dan penagihan seperti pada saat wajib pajak melakukan
pembayaran nomor obyek pajaknya tidak dicatat dan tidak ada data salinan
yang menyulitkan pada saat melakukan penyetoran. Ketiga, kurangnya
sarana dan prasarana dalam menunjang keberlangsungan Pajak Bumi dan
Bangunan seperti balnya tidak adanya unit pelaksana teknis (UPT) untuk
mempermudah pelayanan, Keempat, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam
membayar pajak. Rendahnya wajib pajak untuk membayarkan pajaknya
dapat dilihat dan target dan realisasi di tahun 2015 dan 2016 untuk
realisasinya tidak mencapai angka dari targetan yang dibuat. Serta kurangnya

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu.

Lingkungan kerja yang tercipta pada Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Aceh Tengah saat mi, tidak ada pegawai yang khusus
menangani persoalan pajak bumi dan bangunan sehingga menjadi beban
kerja terhadap pelaksanaannya. Lingkungan kerja dalam meningkatkan Pajak
Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah, Badem Pengelolaan
Keuangan Daerah melakukan kerja sama dengan pemungut yang menjadi
ujung tombak dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten
Aceh Tengah karena berada lebih dekat dengan wajib pajak di masing-

masing daerah.
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Lingkungan kerja yang tefjadi antara pemungut Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah saat ini berjalan masing-masing dan
upaya peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan dititik beratkan kepada pihak
pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi beban kerja pada setiap
pemungut. Hal tesebut dapat dilihat dari kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh setiap pemungut untuk mampu melakukan penagihan kepada setiap
wajib pajak yang harus sesuai dengan target pajak disetiap daerah masing-

masing.

Kekuatan dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan pertama
adalah repulasi yang menunjang dalam peningkatan Pajak Bumi dan
Bangunan seperti Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, dan Qanun No.3
Tahun 2010 tentang Pajak Dacrah. Kedua demgan loyalitas sumber daya
manusia yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tengah. Sumber daya manusia yang kuamtitasnya masih
kurang, akan tetapi loyalitas sumber daya manusia terhadap organisasi
sangtlah tinggi sehingga sumber daya manusia yang ada dapat dipertahankan
dengan motivasi yang diberikan agar kecintaan terhadap organisasi semakin

tmggei dalam melaksanakan pekerjaan,

Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan target dan realisasi di
tahun 2017 yang tidak mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Target dan
realisasi merupakan salah satu hasil dari capaian kerja pegawai, dengan
capaian realisasi yang tidak sesuai dari target menjadi nilai bahwa kinerja

pegawai Badan Pengelolaan Kenangan Daerah masih belum optimal dan
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loyalitas pegawai yang diberikan tidak mempengaruhi terhadap peningkatan

Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah.

Sedangkan kekuatan yang dilakukan oleh pemungut sebagai salah
satu petugas yang betujuan meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Aceh Tengah pertama, menjalin koordinasi dengan sesama
pemungut. Kedua, melakukan penagihan secara rutin dan berkala agar wajib

pajak dapat segera membayar tagihan pajakanya.

Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Kevangan Daerah
Kabupaten Aceh Tengah saat ini diantaranya pertama sarana dan prasarana
dalam menunjang keberhasilan Pajak Bumi dan Banpunan di Kabupaten
Acch Tengah yang masih minim seperti belum adanya unit pelaksana teknis
(UPT) untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Kedua, sumber daya manusia yang masih minim untuk
pengelolaan pajaknya selain itu kemiampuan sumber daya manusia tidak
sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempub. Ketiga, lemahnya
penerapan sanksi pajak bagi wajib pajak yang belum melunasi pajaknya agar
tindak lanjut yang diberikan membuat efek jera bagi wajib pajak yang belum
melunasinya. Keempat, pengelolaan sistem mformasi yang belum berjalan
sesuai dengan yang diharapkan, seperti belum adanya perbaikan peta PBB
serta tidak ada petugas yang hanya khusus menangani sistem informasi
PBB. Kelima, kesalahan administrasi yang sering kali diulang seperti adanya
data double anslag tethadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
yang dicetak. Hal ini sepert yang telah diungkapkanoleh Petugas Kampung

bahwa pihak Kampung mendapati surat pemberitahuan pajak terhutang
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(SPPT) yang salah baik data wajib pajak maupun data subyek pajaknya.
Sejauh ini pihak Kampung telah menyampaikan kesalahan yang terjadi pada
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) namun ditabun selanjutnya
kembali dicetak dan didistribusikan. Munculnya double ansiag dikarenakan
data wajib pajak dan subyek pajak yang belum diperbaharui dan tidak ada
tindak lanjut laporan yang diungkapkan oleh pihak Kampung kepada pihak

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Aceh Tengah diatur dalam Peraturan Bupati No 33 Tahun 2014 mengenai
rincian tugas pokok dan fungsi. Pembagian kerja dibagi berdasarkan masing-
masing bagian namun saling berkaitan satu sama lain apar tidak adanya
tumpang tindih dalam pekerjaan. Sedangkan struktur organisasi pada
pemungut di Kabupaten Aceh Tengah tidak terbentuk secara hierarki,
melainkan pemungut ferbentuk dari petugas disetiap kampung yang
diperbantukan dengan petugas kecamatan dan bekerja pada saat pelaksanaan
Pajak Bumi dan Bangunan  baik dalam hal penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) maupun dalam penagihan pajak

kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan di KabupatenAceh Tengah.

Pemungut sebagai petugas yang mempengaruhi dalam peningkatan
Pajak Bumi dan Bangunan pun, sejauh ini pemungut masih belum
mengetahui struktur orgrnisasi yang terbentuk oleh Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah secara detail, karena petugas
pemungut karmpung di tunjuk oleh Kepala Desa/ Reje Kampung. Begriupun

yang terjadi dikalangan wajib pajak, wajib pajak kurang mengetahui struktur
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organisasi yang terbentuk pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah karena
wajib pajak lebih banyak berkomunikasi dengan pihak pemungut maupun

petugas ditingkat Kampung.

Budaya organisasi yang terbentuk dalam Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah semuanya diatur berdasarkan
peraturan yang berlaku di dalam SOTK dan terbentuk suasana kekeluargaan,
saling support yang dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama pegawat
dan dapat dilihat dengan adanya kegiatan-kegiatan bersama melalui apel.
Sedangkan budaya organisasi yang terbentuk pada pemungut Pajak Bumi dan
Bangunén di Kabupaten Aceh Tengah yang harus terbentuk berdasarkan
dengan kekompakan, kejujuran serta kekeluargaan agar dalam menjalankan
pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan tidak akan terasa berat.
Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak berbentuk sebagai sebuab
organisasi, menjadikan budaya yang terbentuk sesuai dengan masing-masingi

individu.

Kualitas sumber daya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tengah saat ini kuantitasnya masih sangat minim, sehingga
masih dibutuhkannya sumber daya manusia yang fokus dalam menangani
pajak baik dilapangan maupun dalam menangani sistem informasi yang
digunakan. Selain itu, sumber daya manusia Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah tidak sesuai dengan luas wilayah administrasi di Kabupaten Aceh
Tengah karena dalam melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) maupun dalam melakukan penagihan sumber daya

manusia yang masih minim jumlahnya.
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Sumber daya manusia yang terbentuk pada pemungut Pajak Bumi dan
Bangunan saat ini sumber daya manusia yang ada kuantitasnya masih minim
karena pembagian surat pemeritahuan pajak terhtang (SPPT) diungkapkan
oleh | (satu) orang petugas di kecamtan yang sudah ditentukan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan Daergh. Luas wilayah dalam melakukan pembagian
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan Pajak Bumi dan
Bangunan  tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang dimiliki

olehpemungut,

Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, saat ini Badan
Pengelolaan Keunangan Daerah  sudah melakuka pelatihan terkait
pengelolagn Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) untuk
mengintegrasikan seluruh informasi data objek dan subjek pajak melalui
komputerasi, Tetapi masth belum bisa optimal karena pegawai yang dilatih
tidak hanya terfokus pada PBB saja tapi masih menangani pajak-pajak

daerah yang lain,
2. Perumusan Strategi

Strategi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tengah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Aceh Tengah pertama dengan melakukan pendekatan langsung
kepada masyarakat seperti melakukan Focus Grup Discussion (FGD) yang
dilakuken pada saat pembagian surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT)
kepada wajib pajak yang dilakukan oleh perwakilan Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah dengen anggaran yang disiapkan untuk perjalanan Dinas
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ke kecamatan selama 1 (satu) tahun. Kedua melakukan pendataan obyek dan
subyek pajak. Pendataan subyek dan obyek pajak baru dilakukan pada 3
(tiga) kecamatan dan sisanya akan dilakukan secara bertahap. Ketiga
menyampaikan sosialisasi mengenai fungsi pajak. Saat ini wajib pajak
memang belum semuanya sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak
baik secara tepat waktu maupun tidak, sehingga untuk menyadarkan akan
kewajiban dalam membayar pajak perlu diadakannya sosialisasi agar
munculnya kesadaran yang dirasakan oleh wajib pajak untuk membayarkan
pajaknya karena manfaatmya dapat dirasakan kembali kepada
masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuanéan
Daerah dapat melalui berbagai media, baik melalui media cetak maupun
media elektronik dengan anggaran yang disiapkan. Keempat menerapkan
sistem multi guna surat pemberitahuan pajak terhutang yaitu pada saat jual
beli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) menjadi salah satu
persyaratan dalam proses pembuatan akte jual beli (AJB) agar wajib pajak
yang belum membayarkan tagihan pajaknya untuk segera melunasi tagihan

pajaknyz terlebih dahulu.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  sebagai instansi yang
menangani persoalan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor, saat ini
khususnya pajak daerah yaitu pada Pajak Bum: dan Bangunan di Kabupaten
Aceh Tengah Misi yang digagas oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh
Tengah saat ini belum terdapat misi khusus yang bertujuan melakukan
peningkatan melalui pajak daersh khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di

Kabupaten Aceh Tengah.
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Namun rencana strategis yang dibuat haruslah tidak bertentangan
dengan misi yang digagas oleh pemerintah daerah. Rencana strategis yang
dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Aceh
Tengah saat ini dirancang dengan bertujuan agar dapat memberikan pengaruh
terhadap pendapatan asli daerah baik melalui peningkatan kualitas dokumen
dan kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah, pembinaan sumber daya
manusta pengelofa pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas pendapatan
asli daerah dengan kajian pendapatan asli daerah dan penyusunan standar
operasi pelayanan pajak daerah. Rencana strategis yang dibuat untuk
memberikan pengaruh melalui pendapatan ashi daerah, salah satunya melalui

pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan di KabupatenAceh Tengah.

Strategi yang dilakukan oleb pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
yaitu pertama, menghampiri secare langsung wajib pajak. Sistem yang
dahulu digunakan yaitu wajib pajak yang menghampiri, startegi yang kini
dilakukan yaitu dengan petugas pemungut pajak yang menghampiri wajib
pajak untuk menyampaikan tagihan pajak. Kedua, melakukan penagihan
secara berkala. Wajib pajak dengan jumlah tagihan yang berbeda-beda
namun fidak semua wajib pajak langsung membayarkan tagihan pajaknya
membuat pemungut Pajak Bumni dan Bangunan harus melakukan penagihan

kembali secara berkala agar wajib pajak segera melunasi tagihan pajaknya.
3. Implementasi Strategi

Dalam waktu penyampaian Surst Pemberitahuan Pajak Terhutang

{SPPT) kepada wejib pajak berdasarkan mformasi yang diungkapkan oleh
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pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pada bulan maret atau
april, karena pada bulan maret atauapril sudah berada ditangan kampung dan
sudah mulai dilakukan distribusi. Namun berbeda halnya dengan yang
diungkapkan oleh pemungut bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT) yang sampai pada waktu yang berbeda-beda. Waktu Surat
Pembernitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sampai dipihak kampung sckitar
bulan April. Sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
sampai di tangan wajib pajak menjadi semakin lama, karena adanya
pensortitan yang dilakukan oleh pihak Kampung untuk dikelompokkan surat
tagihan berdasarkan hlok yang fclah diberikan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan Dacrah Kabupaten Aceh Tenpah.

Sampainya Surat Pemberitahnan Pajak Terhutang (SPPT) ditangan
wajib pajak seperti yang diungkapkan oleh wajib pajak di Aceh Tengah yaitu
pada bulan-bulan pertengahan dan akhir tidak jauh dari bulan yang sampai
dipihak Kampung. Berbedanya informasi yang diungkapkan oleh pihak
instansi terkait waktu penyampaian surat tagihan yang sampai kepada wajib
pajak berbeda jauh dengan di lapangan yakni mundur dari jadwal yang telah

ditentukan.

Lambatnya waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) kepada wajib pajak membuat wajib pajak memiliki waktu
yang semakin sempit untuk melunasi tagihan pajaknya yaitu sebelum jatuh
tempo pada 30 september. Apabila telah melewati waktu jatuh tempo, maka
akan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah tagihan wajib pajak. Sehingga

perlu adanya pengawasan terhadap proses pendistribusian agar proses
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tersebut berjalan dengan lancar agar sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan,

Prosedur untuk mendaftarkan obyek pajak yang baru, wajib pajak
mengisi form pendaftaran yang sesuai dengan keadaan di lapangan,
kemudian diungkapkan kepada bagian pendataan dan pendafiaran untuk
ditinjau besaran pajaknya oleh bagian penilaian dan penetapan. Setelah
besaran pajak keluar, maka selanjutnya akan dilakukan penagihan oleh tim

penagihan dan keberatan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Namun saat ini pemungut dan wajib pajak kurang mengetahui
prosedur yang berlaku, seperti yang diungkapkan oleh pemungut Kampung
bahwa untuk mengenai prosedur kurang mengetahui dan apabila ada
kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan
menyampaikan  kepada pihak  Kecamatan/Kampung yang akan
menyampaikannya langsung kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan dalam sistem pernbayaran yang
digunakan dengan menggunakan metode pembayaran melalui pemungut
ataupun langsung ke loket pembayaran di badan pengelolaan keuangan
maupun melfalui bank persepsi yang ditunjuk oleh pernerintah daerah yakni
Bank Aceh. Sistem pembayaran melalui pemungut, dapat dibayarkan pada
saat dibagikannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau pada
saat pemungut melakukan  penagihan  kepada  wajib  pajak.
Sedangkanpembayaran melalui bank dapat dibayarkan melalul feller semua
cabang Bank Acch dengan membawa nomor obyek pajak (NOP). Akan

tetapi, wajib pajak lebih banyak memilih melalui pemungut Pajak Bumi dan
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Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah dibandingkan dengan membayar
pajak melalui bank. Seperti halnya yang diungkapkan oleh wajib pajak di
Aceh Tengah behwa pembayaran nelalui bank dengan prosedur yang
berbelit-belit dan mengeluarkan ongkos lebih besar dibandingkan

melaluipemungut.

Banyaknya wajib pajak yang membayarkan tagihannya melalui
pemungut Pajak Bumi dan Bangunan secera bersamaan, terkadang
pemungut tidak mencatat nomor obyek pajak (NOP) sehingga menyulitkan
pada saat melakukan pembayaran dan Pencatatan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Maka tidak adanya pencatatan
Nomor Obyek Pajak (NOP) yang sudah melakukan pembayaran tagihan
pajak, saat ini pelaporan atau pembukuan tidak rapih dan tidak ada salinan
data untuk mempermudah pengecekan karena tidak adanya araban yang
diungkapkan kepada pemungut. Selain itu, bagi wajib pajak yang sudah
membayarkan melalui bank pun tidak melaporkan apabila telah melakukan
pembayaran karena scharusnya sectelah dilakukannya pembayaran akan
diberikan tanda terima yang menyatakan telah metlunasi Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah yaitu Surat Tanda Terima Setoran

(STTS).

4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

dilakukan selama triwulan ataupun dalam 1 (satu) semester yang dihadiri
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oleh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan perwakilan dari
setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan evaluasi dan
pengendalian yang dilakukan oleh pemungut melaporkan terkait
perkembangan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan.
Evaluasi tersebut dilakukan secara berbeda-beda yakni berdasarkan masing-
masmg Kampung, Dalam pelaksanaan evaluasi dilaksanakan setiap 1 (satu)
bulan sekali, namun ada pula yang dilakukan langsung dihari yang sama
setelah dilakukannya penagihan kepada wajib pajak. Sedangkan evaluasi dan
pengendalian yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan
pemungut keduanya membahas pada saat rapat bersama dengan tujuan untuk
mengetahui kendala yang dihadapi selama dilapangan dan mencari solusi

terkait permasalahan yangterjadi.

Namun sampai saat ini setelah dilakukannya evaluasi dan
pengendalian, masih belum mengalami perubahan. Seperti halnya yang
diungkapkan bahwa ingin adanya peran serta dari Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada saat melakukan pendistribusian Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT) dari pihak kecamatan sampai kepada wajib pajak
sebagai pendamping agar wajib pajak sadar akan kewajiban yang harus

dibayarkannya.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diurailkan dan pembahasan,
maka dapat dibuat kesimpulan tentang Manajemen Strategi Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Dalam Peningkatkan Potensi
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan

sebagai berikut:

1. Manajemen Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
Tengah Dalam Peningkatkan Potensi Peperimaan Pendapatan Asli
Daerah Dan Sektor Pajak Bumi Dan Bangunan secara umum belum
berjalan dengan baik, sehingga masih perlu diperbaiki diantaranya 1)
Belum optimalnya pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak. 2)
Rendahnya realisasi dan target pajak menjadi Ancaman bagi Badan
Pengelolaan Keuanpgan Daerah Aceh Tengah. 3) Belum tegasnya
penerapan sanksi pajak schingga masih diie’mukan perbedaan
pemahaman tentang peraturan. 4) Kurangnya tepaga ahli perpajakan di
Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

2. Hambatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah Dalam
Peningkatkan Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor
Pajak Bumi Dan Bangunan adalah sumber daya manusia yang ada baik di
Badan Pengelolaan Keuangan maupun tenaga pemungut yang ada di desa

masih sangat kurang baik dani segi kuantitas maupun kualitas dalam
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upaya meningkatkan pemungutan pajak bumi dan bangunan serta
pemahaman masyarakat/wajib pajak yang masih kurang tanggap dengan
pentingnya pembayaran pajak dan partisipasi terhadap pembangunan
daerah
B. Saran
Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan

saran sebagaiberikut:

1. Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah melakukan kerja
sama dengan aparatur desa dalam upaya mendata wajib pajak serta
memverifikasi data wajib pajak dan objek pajek, data yang sudah
diverifikasi oleh aparatur desa akan membuat petugas pemungut di desa
lebih mudah dalam menjalankan tugasny

2. Dalam menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pemerintah daerah
Kabupaten Aceh Tengah sebaiknya menetapkan paling lama tiga tahun
sekali, sehingga upaya peningatan pendapatan melalui sekttor pajak Bumi
dan Bangunan dapat ditingkatkan, namun peningkatan kenaikan
sebailknya tidak terlalu signifikan agar tidak membuat gejolak di
masyarakat.

3. Untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang ada di Badan
Pengelolaan Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Acch
Tengah sebaiknya mengiritn SDM yang ada untuk mengikuti pelatihan-

pelatihan dalam upaya ineningkatkan kualitas sumber daya manusia.
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PEDOMAN WAWANCARA

[. Apa saja peluang dan kesempatan yang dapat meningkatkan
keberhasilan dalam peningkatan penerimaan PAD dri sektor PBB-
P2?

2. Strategi apa saja yang sudah dilaksanakan dalam upaya
peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kab Aceh Tengah?

3. Apa saja ancaman atau permasalahan dalam proses peningkatan
penerimaan dari PBB-P2 di Kab.Aceh Tengah?

4. Bagaimana kondisi linkungan kerja di BPKK Aceh Tengah? dan
bagaimana kualitas dan kuantitas SDM yang menangani PBB-P2
ini?

5. Apa saja kekuatan dan kelemahan yang dirasakan dalam
pengelolaan PBB-P2 oleh BPKK Aceh Tengah?

6. Apakah banyak pegawai yang berkompeten dalam pengellolaan
PPB ini?

7. Apakah masalah pengelolaan PBB-P2 sudah sesuai dengan visi
misi yang di gagas kepala daerah?

8. Upaya atau strategi apa saja yang telah di empuh dlam usaha
mencapai tujuan peningkatan penerimaan PBB-P2 ini?

9. Apa saja pedoman dalam pengelolaan PBB-P2 di Kab.Aceh
Tengah?

10. Apakah ada program khusus dalam penelolaan PBB-P2 di
Kab.Aceh Tengah?

11. Bagaimana anggaran yang ada di DPKK dalam melaksanakan
Implementasi Pengelolaan PBB-P2?

12. Apakah sudah ada prosedur khusus dalam pengelolaan PBB-P2 di
BPKK Aceh Tengah?

13. Apa saja hambatan yang di rasakan BPKK dalam pengelolaan
PBB-P2 di Kab.Ach Tengah?

14. Langkah langkah apa saja yang telah ditempuh oleh pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah peningkatan penerimaan PAD dari sektor
PBB-P2?

15. Bagaimana Sumberdaya manusia yang ada di BPKK Aceh Tengah
dalam melaksanakan pengelolaan PBB-P2?

16. Bagaimana anggaran yang ada di BPKK dalam melaksanakan
pengelolaan PBB-P2?

17. Bagaimana pendapatan bapak tentang kepatuhan petugas pemungut
PBB-P2?

18. Apakah ada standar aturan yang jelas / SOP yang dibuat untuk
melaksanakan kegiatan pengelolaan PBB-P2 ?
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19. Apakah SOP yang dibuat berjalan sesuaidengan apa yang
diharapkan?

20. Bagaimana Respon pegawai terhadap pekerjaannya?

21. Bagaimana tanggung jawab petugas terhadap pekerjaan mereka?
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1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Nama : Zulkamain, SE

Pekerjaan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Aceh Tengah

Alamat : Kp.Pinangan Aceh Tengah

1. Menurut Bapak apa saja peluang dan kesempatan yang dapat
meningkatkan keberhasilan dalam peningkatan penerimaan PAD dari
sektor PBB-P2 di Kab.Aceh Tengah?

Jawaban :

Untuk dapat meningkatken kesempatan keberhasilan PBB-P2 itu
diukur dan 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Internal seperti
dan pelayanan dan kesiapan sumber daya manusianya ataupun dari
sisten kita. Kalau darn ekstemalnya itu ya dari masyarakat dan Ism
tapi kesadaran masyarakat harus tetap dipacu.

Peluang dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan memang
sangat banyak, tapi perlu adanya kerja sama yang baik antara pihak
pemerintah yang mengurus dan menanganinya dengan pihak dari luar
yakni masyarakat.

Dengan mendata potensi dan mendaftarkan wajib pajak yang
produktif. Seperti pada PBB-P2 yang komersial dipisahkan dengan
PBB-P2 yang lain schingga dapat meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD) dan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan
bahwa kunci utamanya adalah kesadaran masyarakat, maka perlu
adanya upaya yang dilakukan langsung kepada masyarakat.

2, Strategi apa saja yang sudah dilaksanakan dalam upaya peningkatan
penerimaan PBB-P2 di Kab Aceh Tengah?
Jawaban :
Strategi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yaitu
bagaimana melakukan pendekatan kepada wajib pajak, dengan
melakukan focus grup discussion (FGD) dengan wajib pajak serta
dengan turun kelapangan atau dengan dipanggilnya wajib pajak dan
berkumpul di satu tempat.

3. Menurut Bapak apa saja ancaman atau permasalahan dalam proses
peningkatan penerimaan dari PBB-P2 di Kab. Aceh Tengah?
Jawaban :

Sistem ada distapkan oleh badan pengelolaan keuangan Kabupaten
Aceh Tengah imi belum berjalan secara maksimal antara pihak
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kecamatan dan kampung serta pihak Wajib Pajak sering terjadi
permasalahan yaitu yang dialami adalah data yang dimiliki ganda,
karena wajib pajak sering mendaftarkan objeknya sebagai data baru,
padahal ojek tersebut sudah terdata. Persoalan yang terjadi seperti ini
akibat lemahnya verifikaasi data. Selain itu, pemungutan yang juga
berperan dalam peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini
masih belum optimal. '

4, Bagaimana kondisi linkungan kerja di BPKK Aceh Tengah? dan
bagaimana kualitas dan kuantitas SDM yang menangani PBB-P2 ini?
Jawaban :

Cukup kondusif, cukup memadai akan tetapi kurang personil datam
pengelolean dan penagihannya. Di Kabupaten Aceh Tengah ada 14
Kecamatan yang letak geografis sangat luas dan tidak sebanding
dengan jumlah pegawainya yang ada tertama dalam pemungutan
pajak bumi dan bangunan,

Kualitas Sumber dayanya lumayan, tapi kuantitasnya yang sampai
saat ini masih kurang terutama di bidang pendapatan.

5. Apa saja kekuatan dan kelemahan yang dirasakan dalam pengelolaan
PBB-P2 oleh BPKK Aceh Tengah?
Jawaban :

Badan pengelola Keuangan memiliki struktur terkait dengan
peningkatan Pajak Bumi dan bangunan dimulai dari kepala dinas,
sekretaris, hingpa bagian-bagian yang membantu keberlangsungan
tugas pokok dan fungsi kami.

loyalitas sumber daya manusia yang ada di Badan pengelolaan
Keuangan sudah cukup baik, dan adanya produk hukum yang
mengatur mengenai kewajiban membayar pajak. dalam Undang-
undang sudah menjelaskan akan kewajiban masyarakat yang harus
membayar namun semua ini bergantung pada kebijakan Badan dan
kerja Tim dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang sesuai.

Kelemahan dari Badan Pengelolean Keuangan kembah lagi seperti
sumber daya manusianya, karena petugas yang menangani pajak ini
tidak sebanding dengan luas wilayahnya dan terkadang sudah jauh-
jauh untuk menyampaikan mengenai pajak akan tetapi wajib pajaknya
tidak berdomisili sesuai dengan alamat yang tercantum pada SPPT. Itu
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semua memang sudah kewajiban kami, akan tetapi kepemilikian obyeck
pajak yang tidak jelas im menjadi kendala bagi kita.

6. Apakah masalah pengelolaan PBB-P2 sudah sesuai dengan visi misi
yang di pagas kepala dacrah?
Jawaban :

Sebagai SKPK yang bertugas untuk mengelola keuangan daerah
yang ada, tentu visi yang dibuat berkaitan akan penerimaan
pendapatan asli daerah untuk dapat meningkatkan APBD Kab. Aceh
Tengah baik dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Baik
visi dan misi yang kami gagas, tentu juga berkaitan dengan visi dan
misi yang digagas oleh Bupati Kab. Acch Tengah.

7. Upays atau strategi apa saja yang telah di empuh dlam usaha mencapai
tujuan peningkatan penerimaan PBB-P2 ini?
Jawaban :

Upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan yaitu dengan
mengoptimalkan segala potensi yang ada sehingga potensi yang
sudah dimiliki dapat jauh lebih berkembang. Seperti halnya PBB- P2
di Kab. Acch Tengah yang sudah berjalan cukup lama ini kami terus
melakukan pembaharuan data agar apabila ada data yang belum
masuk sebagai objek pajak maka pemiliknya dapat melaporkan
menjadi objek pajak. Begitupun sebaliknya dengan pembaharuan data
ini, apabila ada data yang tidak sesuai maka kami dapat merubahnya.”

8. Apa saja pedoman dalam pengelolaan PBB-P2 di Kab.Aceh Tengah?
Jawaban :

Ada, seperti dari Undang-undang No 28 tahun 2009, Qanun
Kabupaten Aceh Tengah No.3 Tahun 2010, Peraturan Bupati No 59,
sistem dan prosedur hingga standar operasional prosedur.

9, Apakah ada program khusus dalam penelolaan PBB-P2 di Kab.Acch

Tengah?
Jawaban :

Dalam pengelolaan pendapatan daerah dari berbagai sektor salah
satunya dari PBB-P2 sebagai salah satu potensi pajak daerah yang ada
di Kabupeten Aceh Tengah Badan Pengelolaan keuangan mempunyai
program dalam meningkatkan pendadapatan memelalui PBB-P2 yang
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bertujuan agar pemasukan daerah dapat meningkat dan sektor
pajaknya.

10. Apakah sudah ada prosedur dalam pengelolaan PBB-P2 di BPKK
Aceh Tengah?
Jawaban :

Prosedur yang ada sudah sifatnya mengikat seperti dari pendaftaran
wajib pajak dan persyaratan-persyaratan yang disipkan semuanya
dapat dikonsulkan di bidang pelayanan pada Badan Pengelolaan
Keuangan. Tahapannya adalah wajib pajak mengisi formulir dan nanti
ada pegawai dari kami yang meninjan uleng dan dari situ, dan setelah
ditinjau selanjutnya ditetapkan berapa besaran pajak yang harus
dibayar oleh wajib pajak.

Prosedur pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam dengan Qanun
Nomor 3 Tahun 2010. Baik prosedur pendaftaran hingga penarikan
sanksi tegas kepada wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya”

11. Apa saja hambatan yang di rasakan BPKK dalam pengelolaan PBB-P2
di Kab.Ach Tengah?
Jawaban :

Secara kesclurahan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak
Bumi dan bangunan adalah pengusaan sistem berbasis informasi yang
masih perlu ditingkatkan, hal ini bergantung pada sumber daya yang
ada serta keterbatasa personil di lapangan,

12. Apakah ada dilakukan evaluasi dan pengendalian terkait pengelolaan
PBB-P2 di Kab.Aceh Tengah?
Jawaban :

Evaluasi dan pengendalian yang dilakukan sejauh ini sudal baik,
karena realisasinya sudah lebih meningkat dan sudah melakukan
evaluasi dengan beberapa pihak terkait yang berkaitan dengan PBB-
P2,
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2. Kepala Bidang Pendapatan
Nama: Drs.Joharsyah, M.M.

1) Bagaimana Jumlah pegawai yang menangani PBB-P2 ini apakah
sudah memadai?
Jawaban :
Sumber daya manusia yang ada masih kurang dari segi pengelolaan
data yang mengunakan sistem IT, sehingga proses penagihan agak
terhambat, dan sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai
serta belum adanya UPT di kecamatan yang dapat membantu kita
lebih dekat dengan masyarakat, dalam hal upaya yang dilakukan
Badan Pengelola Keuangan mengusul atau mengajukan penambahan
tenaga pemungutan baik dan pihak kecamatan maupun pihak dari
Kampung.

2) Apa saja kekuatan dan kelemahan yang dirasakan dalam pengelolaan
PBB-P2 oleh BPKK Aceh Tengah?
Jawaban :
Kekuatan Badan Pengelolaan Keuangan dalam meningkatkan PBB-P2
hanya mengandalkan sumber daya yang ada schingga dengan sumber
daya manusia yang ada dapat berupaya secara optimal. Dan tetap
berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagian masing-masing
karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah dan dituangkan
didalam SOP, jadi dalam melaksanakan tugas kami bergantung pada
sumber deya yang ada tanpa ada pihak ketiga™

Dari ietak geografis ada beberapa daerah yang memiliki potensi, maka
kita bisa menaikkan NJOP nya karena bagi daecrah-daersh yang
memiliki potensi kita bisa menaikkannya namun tetap berdasarkan
peraturan yang berlaku.

Kelemahan yang ada saat ini, yaitu seperti sumber daya manusia yang
dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuvangan yang masih kurang dan
tidak sebanding dengan luas wilayah di Kabupaten Aceh Tengah yang
memiliki 14 kecamatan dan lebih dan 290 Kampung selanjutnya
sumber daya manusianya tidak begitu banyak, selain itu Baadan
pengelolaan keuangan belum memiliki UPT PBB-P2 walaupun
dinilai bahwa perannya cukup besar dalam mempermudah pelayanan
terhadap masyarakat dalam hal ini sabjek pajak dan wajib pajak.
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3) Apakah banyak pegawai yang berkompeten dalam pengellolaan PPB
ni?
Jawaban :
Belum sepenuhnya, namun sebagian sudah ada juga yang
berkompeten dalam bidang pendapatan khusunya dalam bidang Pajak
Bumi dan Bangunan,

4) Apakah masalah pengelolaan PBB-P2 sudah sesuai dengan visi misi
yang di gagas kepala daerah?
Jawaban :
Sebagai instansi yang bertugas mengenai pengelolaan pendapatan
Kabupaten Aceh Tengah, tentu misi yang digagas pasti berhubungan
dengan visi misi dan tujan instansinya yaitu seperti dengan
meningkatkan pengelolaan pendapatan dacrah melalui pendapaten asli
daerah

5} Upaya atau strategi apa saja yang tclah di empuh dlam usaha
mencapal tujuan peningkatan pencrimaan PBB-P2 ini?
Jawaban ;
Untuk mencapai tujuannya memang belum sepenuhnya tapi kami akan
terus berusaha agar kami dapat memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat serta pemasukan daerahnya menjadi lebih optimal
dan pemanfaatannya dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

6) Apa saja pedoman dalam pengelolaan PBB-P2 di Kab. Aceh Tengah?
Jawaban :
Tentu pasti ada karena kita pun mengacu pada peraturan yang dibuat
oleh pemerintah. Seperti halnya pada Undang-undang No 28 tahun
2009, kemudian diturunkan pada Qanun No 3 tahun 2010, Perbup No
47 tahun 2014 dan terakhir diturunkan pada SOP.

7) Apakah ada program khusus dalam penelolaan PBB-P2 di Kab.Aceh
Tengah?
Jawaban :
program yang ada di Badan penpelolaan keuangan dalam rangka
meningkatkan Pajak adalah salah satunya percepatan pembuatan
SPPT, setelah rampung dibuat selanjutnya didistnibusikan hingga
penagihan menjadi bagian dani program bidang PBB-P2. Progaram ini
sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja keuagan terutama dari
pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

8) Apan saja strategi yang sudah diterapkan dalam upaya penigkatan
penerimaan PBB-P2 Di kab.Aceh Tengah?
Jawaban :
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Dengan pendataan ulang baik wajib pajaknya ataupun obyek pajakiya
agar kesalahan pada SPPT, double anclah atau SPPT ganda dengan
tanah yang sama tetapi beda kepemilikannya misalnya. Maka kami
melakukan berbagal cara seperti merekap atau mendata ulang tetapi
sifatanya bertahap karena tidak bisa semua kecamatan kami lakukan
secara bersamaan. Seperti halnya pendataan ulang telah kita lakukan
pada 3 kecamatan terlebih dahulu dan nanti ditahun selanjutnya kami
pun melakukan pendataan ulang secara bertahap di 3 atau 4 kecamatan

sclanjutnya.

Dengan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk
memberikan pemahaman kepada mereka bahwa fungst pajak itu dapat
dirasakan dan dimanfaatkan oleh halayak wmum. Sehingga dengan itu,
diharapkan wajib pajak memiliki rasa untuk segera melaporkan
kewajibannya dengan mendafiarkan obyek pajaknya bagi yang belum,
Serta bagi wajib pajak yang masih memiliki pajak terhutangnya untuk
segera membayarkannya sebelum jatuh tempo

9) Bagaimana anggaran yang ada di BPKK dalam melaksanakan
Pengelolaan PBB-P2?
Jawaban:
Mengenai Anggaran Badan Pengelola Keuangan sudah diatokasikan
berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap
tahunnya. Selanjutnya anggaran disiapkan untuk keperluan setiap
SKPK dan dibagi berdasarkan sesuai denga kebutuhan masing-
masing bagian

10) Apakah sudah ada Upaya Pemberian penghrgaan bagi petugas dalam
pengelolaan PBB-P2 di BPKK Aceh Tengah?
Jawaban :
dalam memotivasi kerja para pemungut dilapangan ada, penghargaan
yang kita siapkan dan diberikan sebagai salah satu bukti bahwa
memang semua kerja keras ini dihargai agar kedepannya semua pihak
yang terlibat dalam pemungutan baik pihak kecamatan ataupun Pihak
Kampung hal ini diprograkan guna memotivasi tenaga kerja dalam
pemungutan pajak Bumi dan bangunan

11) Apa saja hambatan yang di rasakan BPKK dalam pengelolaan PBB-
P2 di Kab.Ach Tengah?
Jawaban :
pembayaran melalui bank saat ini dirasakan sangatlah sulit karena
wajib pajak harus mengambil bukti setor ke Badan Pengelolaan
Keuangan atau k¢ Kecamatan untuk schingga wajib pajak enggan
membayarkannya secara langsung. Proses pembayaran yang dianggap
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memakan waktu membuat wajib pajak lebih memilih
membayarkannya secara langsung kepada petugas pemungut pajak
dibandingkan melatui bank

12) Apakah ada dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan PBB-P2 di
Kab.Aceh Tengah?
Jawaban :
Evaluasi dan pengendalian yang dilakckan seperti dengan membuat
laporan bulanan, triwulan, semestecran dan adanya rapat evaluasi.
Dengan adanya laporan yang dibuat, kita jadi dapat mengetahui sejauh
mana peningkatan yang ada dan PBB-P2 ini

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43465 pdf

3. Kepala Seksi Pendataan
Nama: Rudi Hananto, S.E.

1. Apa saja hambatan yang di rasakan BPKK dalam pengelolaan PBB-
P2 di Kab.Ach Tengah?
Jawaban ;
Sering terjadi keluhan dari para petugas pungut dikampung bahwa
data SPPT yang meraka terima tidak di ketahui harus memungut
kemana, karena mereka tidak tahu alamat subjek pajakya, atau
alamatnya jelas tapi objek pajaknya tidak ada. Hal ini menyebapkan
pemungutan saat ini masih belum bisa optimal.

2. Menurut Bapak Apa saja peluang dalam peningkatan PAD dani PBB-
P2 yang di kelola oleh BPKK. Aceh Tengah?
Jawaban :
Peluangnya tentu dengan adanya data yang dimiliki Badan Pengelola
Keuangan Kabupaten Acch Tengah seperti data NJOP tentu dengan
prosedur yang berlaku dapat menigkatkan PAD Kabupaten Aceh
Tengah dan data NJOP ini sudah dilakukan pra survey dilapangan
schingga menjadi ukuran dari sumber daya yang ada di Badan
pengelolaan Keuangan.

3. Menurut bapak bagaiman upaya atau strategi dalam usaha mencapai
tujuan peningkatan penerimaan PBB-P2 ini, apakah sudah sesuai
seperti yang di harapkan?

Jawaban:
Sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, akan tetapi
masih belum optimal.

4. Apa saja strategi yang dilakukan dalam usaha mencapai tujuan
peningkatan penerimaan PBB-P2 ini?

Jawaban:

Dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui akan
kewajibannya membayar pajak, serta melakukan multi guna SPPT.
Multi guna SPPT ini seperti pemanfaatan SPPT sebagai syarat dalam
akta jual beli (AJB) misalnya, sechingga ada kewajiban bagi mereka
untuk melunasi terlebih dahulu piutang pajaknya.

5. Apakah sudah ada prosedur dalam pengelolaan PBB-P2 di BPKK
Aceh Tengah?

Jawaban:

Prosedur tentang Pajak Bumi dan Bangunan sudah ada dan lengkap
dibidang pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan yaitu seperti
Persyaratan awal, pendaftaran, penctapan besaran jumlah yang harus
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dibayar wajib pajak dan informasi lainya yang berkenaan dengan
pajak..
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4. Kepala Seksi Penctapan
Nama: Sarina Arini, S.Kom.

1. Menurut ibu apa saja peluang dan kesempatan yang dapat
meningkatkan keberhasilan dalam peningkatan penerimaan PAD dan
sektor PBB-P2 di Kab.Aceh Tengah?

Jawaban :

Peluangnya banyak cuman belum berami mengimplementasikannya
seperti menaikkan NJOP di kecamatan, karena saat ini kami fokus
terlebih dahulu pada pemutakhiran data wajib pajak dan obyek pajak.

2. Apa kekurangan yang di rasakan BPKK dalam pengelolaan PBB-P2
di Kab.Ach Tengah?

Jawaban :

kekurangan yang dapat dirasakan adalah sulitnya mendapat tenaga
perkerja yang dapat fokus terhadap pekerjaan dalam pemungutan
pajak terutama pajak Bumi dan bangunan.

3. Apakah masalah pengelolaan PBB-P2 sudah sesuai dengan visi misi
yang di gagas kepala dacrah?

Jawaban :

Misi yang digagas tentu bertujuan untuk dapat meningkatkan PAD di
Kab. Aceb Tengah melalui pajak daerah salah satunya yaitu Pajak
Bumi dan Bangunan .

4., Menurut ibu apa strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam
peningkatan penerimaan PAD dari sektor PBB-P2 di Kab.Aceh
Tengah?

Jawaban:

Menjalankan program yang kami buat untuk dapat mencapai tujuan
schingga dengan itu akan terlihat perkembangannya seperti apa.
Seperti halnya dengan kajian potensi namun memang belum
terleksana. Kemudian dilakukannya pemutakhiran data secara
berkelanjutan,
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5. Kepala Seksi Pendataan
Nama; Marwan, S.E.

1. Bagaimana langkah evaluasi dan pengendalian terkait pengelolaan
PBB-P2 di Kab. Aceh Tengah?
Jawaban :
Evaluasi dan pengendalian Dilakukannya dengan kas opname atas
pendistribusian PBB-P2 sehingga kita dapat melihat berapa jumlah
SPPT yang belum ierdistribusi dan juga kita dapat mengetahui
berapakah jumlah dana yang belum disetorkan.

2. Apa hambatan atau kendala yang Bapak dirasakan dalam proses
pemugutan PBB-P2 di Kab.Aceh Tengah?
Jawaban :
Keterbatasan personil dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan
tingkat Kecamatsn dan tingkat kampung salah satu yang menjadi
kendala dalam melakukan pemungutan, sehingga berdampak pada
keberlangsungan dalam proses pemunutan pada wajib pajak, hal ini
menjadi faktor-faktor penghambat yang kami hadapi selama ini.

3. Bagaimana proses pemnbayaran atau prosedur pembayaran PBB-P2
oleh wajib pajak?
Jawaban :
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bisa melalui petugas
pemungut pajak atau bisa langsung membayarkannya di loket Badan
Pengelolaan Keuangan. .. Namun ada kendala yang dihadapi dalam
proses pembayaran pajak melalui Bank. Hal ini menjadi persepsi
dikalangan wajib pajak, kendalanya adalah jarak tempuh dan proses
waktu pembayaran memelukan waktu yang panjang bagi masyarakat.
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6. Petugas Kecamatan,
Nama :Hasiadi

Apa Kendala yang bapak hadapi dalam pemungutan PBB-P2 di wilayah
bapak?

Jawaban:

hal yang menjadi kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak bumi
dan bangunan adalah luas wilayah yang begitu luas sehingga dengan
keterbatasan fasalitas yang diberikan pihak kabupaten kami harus
berkerja sebisa kami dilapangan.

7. Petugas Kecamatan.
Nama ;Hasan Basn

Apa Kendala yang bapak hadapi dalam pemungutan PBB-P2 di wilayah
bapak?
Jawaban:

Luas arcal dan kendala waktu serta fasilitas yang dimiliki tenaga

pemungut salah satu menjadi kendala dalam melakukan pemungutan
pajak.

B. Petugas Kampung
Nama : Selamat

Apakah bapak selaku petugas kampung paham dengan prosedur
pengelolaan PBB-P2 di Kab. Aceh Tengah?
Jawaban :

Terkait prosedur Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh
Tengah, pemungut Kampung yang membantu dalam peningkatan
Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruahan mengenai peraturan
kami tidak mengetahui bagaimana prosedur yang berlaku.

9. Petugas Kampung
Nama : Yamin

Apakah bapak selaku petugas kampung paham dengan prosedur
pengelolaan PBB-P2 di Kab.Aceh Tengah?
Jawaban -

Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Tengah
sebagian saya mengetahui namun secara keseluruhan saya tidak
memahaminya hal ini kamna dalam tugas dan fungsi kami selaku
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tenaga pemungut sudah jelas dan jika ada perubahan aturan kami
akan diberi tahu oleh pihak Kabupaten.

Apakah proses pemungutan PBB-P2 di wilayah Bapak?
Jawaban :

Bisa membayar langsung, dibayarkan ke petugas pemungut kampung
atau ke loket Badan Pengelolaan Keuangan. Namun berdasarkan
pengalaman saya wajib pajak paling banyak membayarkan pajak
Bumi dan Bangunan pada petugas kampung hal ini dianggap paling
efesien.

10. Petugas Kampung
Nama : Jaya

Menurut Bapak bagaimana peluang meningkatkan penerimaan PBB-P2 di
wilayah Bapak?
Jawaban :

Dilihat dari jumiah penduduk dan padatnya pemukiman masyarakat
di Kampung Kemili bahwa peluang yang dimiliki kabupaten Aceh
Tengah sangat besar, pendapatan dari pajak bumi dan bangunan
tergantung pada paran pemerintah kecamatan dan dacrah dalam
membuat kebijakan dalam pemungutan,

Menurut Bapak kendala yang dibadapi dalam pemungutan PBB-P2 di

wilayah Bapak?

Jawaban :
kesadaran masyarakat atau wajib pajak juga menjadi halangan bagi
kami menjalankan pekerjaan, padahal sudah diberitahukan melalui
reje kampung bagaiman proses pembayaran pajak kepada masyarakat,
nanum faktanya kami harus menjemput karumah-rumah.

Kapan SPPT PBB dari kabupaten sampai di wilayah Bapak?
Jawaban :

Biasanya SPPT sampai sekitar bulan april di pemungut, hal ini juga
bergantung pada Badan Pengelolaan dan Keuangan Kabupaten,
Setelah dibagikan dari Kecamatan, baru kita distribusikan
berdasarkan wilayah sehingga di bagaikan kepada wajib pajak.
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11. Petugas Kampung
Nama : Tkonadi Hamka

Apa langkah-langkah bapak dalam upaya memudahkan pendistribusian
SPPT PBB dan proses pemungutannya?
Jawaban :

Prosedur pembagiannya berdasarkan jumlah wajib pajak dan
berdasarkan ketentuan yang ada, langkah awalnya kita memilah-
milah berdasarkan wilayah dusun hal ini supaya dimudakan dalam
pendistribusian SPPT, selanjutnya { hari sebelumnya penagihan akan
diberitahu dan di informasikan melalui kepala Dusun yang ada di
Kampung,

12. Petugas Kampung
Nama : Juanda

Menurut Bapak kendala yang dibadapi dalam pemungutan PBB-P2 di
wilayah Bapak?
Jawaban :

Ada beberapa kelemahannya yang kam: rasakan seperti sarana dan
prasana yang kurang, hal ini dapat dirasakan pada waktu pembagian
SPPT kepada masyarakat, selanjutnya Jika masyarakat belum dapat
bayar kita berkewajiban mendatangi masyarakat tersebut hal ini
menjadi kendala bagi kami selaku tenaga yang ditugaskan.

13. Wajib Pajak
Nama : Samsudin

Apakah Bapak pemah menenma soasialisasi tentang PBB di kampung
Bapak?
Jawaban ;

Sosialisasi sudah pernah ada dilakukan oleh Badan Pengelola
Keungan Kabupaten Aceh Tengah, tetapi sosialisasi dilakukan pada
saat peroungut kepada wajib pajak atau saat kami membayar pajak,
hal im dilakukan secara bersamaan. sebailknya sosialisasi di lakukan
terjadwal agar kami wajib pajak bisa mengikuti.
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14. Wajib Pajak
Nama : Antyanto

Apaksh Bapak paham tentang peraturan atau prosedur penetapan PBB
yang bapak bayar setiap tahun?

Jawaban:
Kami kurang memahami mengenai peraturan pemerintah tentang
prosedur penctapan PBB-P2, vang saya tahu cuman mekanisme
dalam pembayaran selama satu tahun.
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